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7,

Artinya: fiDan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumka&esungguhnya jika
kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu,
tetapi jikakamu mengingkari (nikmafu), maka pasti azaku sangat

pedid. (Q.S. 'Ibrahim: 7)

! Kementeian Agama Republik Indonesia A | Qur dan dan Terjemah:
Penyempurnaan(Jakarta TImur: Lajnah Pentashihan Mushafi r 6 a n 2019) , 104
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ABSTRAK

M. Hilal Shodiqg, 2025 Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif
HukumPositif (Studi Putusan Noar 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr)

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Poligami, Hukupositif.

Poligami merupakan keinginan untuk menikah kembali seorang suami
dengan wanita yang lairDalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
3066/Pdt.G/2024/PA. Jr mengenai perkara izin poligami yang disebabkan oleh
seorang suami yanmenginginkananak lakilaki. Adanya permasalaharyang
timbul tersebut, suamatau Pemohomelakukan permohonaizin poligami di
Pengadilan Agama Jembkarena dirasa istrsudahtidak sangguplagi untuk
memenuhihasrat seksual Pemohamtuk menambah anakSedangkarsyarat
syaratdibodehkannya poligamierkandung dalanketentuanperaturanUndang
UndangNo. 1 Tahun 1974 dan KHI. Majelis Hakim mengabulkan izin poligami
melalui pertimbangan hukuryang terjadi dalam putusan .irsehingga penulis
tertarik untuk meneliti studi putusan iditinjau dengan menggunakan perspektif
hukum positif, fikih dan pertimbangan majelis hakim dalam teori tujuan hukum.

Fokus Penelitian 1)Bagaimaa pertimbanganhukum frakim dalam
mengabulkan @rkaraNomor 3066/Pdt.G/@24/PA.Jrmengenai prmohonanain
Poligami 2) Bagaimangperspektif hukunpositif terhadap putusan hakim dalam
perkaraNomor3066/Pdt.G/R24/PA.Jrmengenai prmohonan izin Poligami.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahuagdmaa
pertimbangan hukum takim dalam mengabulkan perka Nomor
3066/Pdt.G/R24/PA.Jr mengenai gomohonan zin Poligami 2) Untuk
mengetahubagaimana perspektif hukupositif terhadap putusan hakim dalam
perkaraNomor3066/Pdt.G/R24/PA.Jr mengenaigpmohonan izin Poligam

Jenis penelitianyakni yuridis normatif dengan pendekataperundang
undangan, pendekatan kaslampendekatan konseptu#emudian lahan lmkum
yang menjadi pokokpenulisan skripsi ini yakni bahan hukum primer Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr dan bahan hukum
sekunderyakniAQur 6 an, h gesdisjwnal, bekk.r i psi ,

Hasil penelitian inimenyimpulkanbahwa 1) Dasar pertimbangan Majeli
Hakim dalam mengabulkanperkara izin poligami bava Pemohon memiliki
hasrat seksual yang tinggi dan Termohon tidak mampu memenuBielysngga
Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan izin poligami bagi Pemohon dan
pertimbangan Majelis Hakim telah sesuhiinjau dengan menggunakan teori
tujuan hukum?2) Putusan Majelis Hakintelahsesuai dengahukum positif yakni
syarat alternatiPasal 4 ayat (2YUP No. 1 Tahun 197danPasal 57 Kompilasi
Hukum Islam mengenai istri tidak bisa melakukabagiarkewajibannya seba
istri, Kemudianmemenuhiseluruhsyarat kumulatif Pasal 5 UUP No. 1 Tahun
1974. Dalampandangarfikin berkesesuaian dengan hukum positif balonang
yang berpoligami harus berenar bisa berlaku adil terhadap istri dan anak
anaknyasesuaidengan pandangan imam madzhab serta ulama sepktdrad)i
dan Muhammad Abduh.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah merupakanikatan suci untukmemadukarkedua
insan dalam perkawinaryakni seorang pria dengan seorang wanita
dengan tujuamimembangurkeluarga bahagigtang kekal. Makna sici
di sini berarti mempunyai unsuagamayang jelas dan menjamin
kehidupan setelahny@ahwa perkawinan tidaterwujud begitu saja,
akan tetapisebagai karunigillah Azza Wa Jallakepadahambanya
sebagai makhluk yangenantiasa berjalan di jalan kebaikikarena itu
perkawinan dilakuka sesuai dengas y a rlslatn ang diturunkan
Allah kepadahambanyaDengandemikian,tujuan perkawinan adalah
untuk menghalalkanstatus hubungarantara pria darwanita yang
keduanyabukan muhrimSehingganantinya memilikiperanmasing
masirg sebagaterbentuknyadari adanya ikatan lahir batin, terjkdi
relasiyang sahsesuai ketentuan agamaatara pria dan wanita dalam
jangkawaktu yangama.2

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagimaneantum
dalam Pasal (1) Undanghdang Nomor 1 tahun 1974 tentgrerkawinan,
bahwa fiPerkawinanadalahikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menkbé&etuarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha

ZA. K u me dHukuh @érkawiman Islam di Indonesi@andar Lampung: Arjasa
Pratama, 2021), 156



Esa. Perkawinanbukan hanya se#dar ikatan sahmelainkanadanya
Faktor emosional dan spiritual antara kedua pasangan. Ini berarti ada
keterikatan yang mendalam secara bamara suami dan istri dalam
membentuk sebuah keluarga. Kalga ini diharapkan menjadempat
perlindungan, kasih sayang, dan pdilhn bagi anggota keluarganya
dengan menanamkanilai-nilai keagamaan dalam membangun dan
mempertahankan keluar&aKemudien pada Pasal 3 Kompilasiukum

Il sl am me ny at a kekawinanb mdmiika : tujuar Rintuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yasekinah mawaddahdan
warahmatd *

Pada praktiknya terkadang suami tidak cukup dengan memiliki
hanya satu istri, melainkarasa inginuntuk menikah kembalbersama
wanita yang lainnya atau disebut poligami. Meskipun dalam implikasi
perkawinan menggunakan prinsip monogami yang sudah diatur dalam
pasal 3 Undangndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa
seorang pria hanyboleh memliki satu wanitjuga sebaliknya, hal ini
tidak bersifat mutlak. Dalam situasi tertentu, Pengaditaelalui
kebijakannya dapanembolehkarseorang suami untukiempunyaiistri

lebih dari satu berdasarkayaratketentuan khusus yang diatur dalam

UndangUndang dan hukum Islafh.

% UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

® Rahman SyamsudinPengantar Hukum Indonesia (Jakarta Prenadamedia Group,
2019) 137



Poligami adalah perkawinamntara seorandaki-laki dengan
beberapadari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dalam
terminologi hukum Islam, poligami disebuf'adduduz zawijat Arti
ta'addudsecara étologi adalahlebih dari satyazziyadah 'alal wahid),
sedangkan lafadzzawjatialah kata lainplural (jama’) dari kataaujatau
zaujah yangbermakngpasanganOleh karena itu, kat@a'adduduz zawjat
bisa berarti poligami, seorang suamemiliki beberapaistri lebih dari
seorang, dan juga bisa berarti poliandri, seorangnmiliki suami lebih
dari seorang. Akan tetapi, yang dimaksud deng@adduduz zawjat
adalah seorang lakaki mempunyai istrilebih dari seorang (poligami).
Berdasarkan pengertian tersebutkkmaapat disimpulkan bahwa poligami
dalam hukum Islam adalah ikatan perkawinan seorang suami dengan
beberapa atalebih dari seorang istri sampai empat istri dengan syarat
syarat tertentu sebagpendampinghidupnyasecarabersamaan. Dengan
demikian, tidakdisebut poligami seorang lakiki beristri lebih dari satu,
tetapi sebelum melangsungkan akad nikah kedua, terlebih dahulu istri
pertama diceraikah

Poligami tidak langsung diperbolehkan dalam Islam. Islam
mempunyaistandardan ketentuanyang ketatbagi seorang yangngin
bempoligami, salah satudiperbolehkannyamelakukan poligamihingga
empatorangistri ialah benerbenarsanggupuntuk berlaku adil terhadap

istri-istrinya yangmeliputi urusannafkah, tempat tinggal dan pembagian

® M. Nadi el MadaniPoligami Bawah Tangar{Yogyakarta: Diva Press, 2023),-13



waktu. Islam memperingdtan dengan tegas, apabilditakutkan untuk
tidak dapat berlaku adil makahanya cukupdengan satu istriAllah

berfirman dalam Q.S. ANisa ayat3:

Artinya: A Agokantuitakit tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan
yatim (yang kamu kawini) mak kawinilah wanitavanita lain
yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau
budakbudakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak
berl aku’ aniayabo.

Maksud adilkepadaistri adalahkemampuaryang dapat dilakukan
oleh seseorang yarlgsabersikapadil, contohnyadalam soapembagian
nafkah, pakaigrwaktudan tempat tinggdl.

Dalam kehidupan masyarakat, isu poligami seringkali menjadi
permasalahan yang sering muncul, karena salatpsdttmarperkawinan
sesuai Undantyndang No. 1 Tahun9r4 tentang Perkawinan Pasal 3
ayat 1 adalah prinsip monogami, yang berarti bahwa setiap pria hanya
diizinkan menikahi satu wanita. Akan tetapi asas tersaaklahmutlak
karena peraturan di Indonesia jugamberikan jalan untuk berpoligami,
tentunya dengan syarsyarat yang dijelaskan dalam PadalUndang
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (syarat alternatif) dan Pasal 5

ayat 1 UndangJndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (syarat

" Kementerian Agama Republik Indonesia A | Qur dan dan Terj emah:
Penyempurnaan(Jakarta TImur: Lajnah Pentashihan Mushaf®r 6an, 2019), 104

® Tinuk Dwi Cahyani Hukum Perkawinan (Malang Universitas Mulmmadiyah
Malang 2020), 51



kumulatif). Diperbolehkanga poligami haruslidasaridenganalasan yang
dapat terima Alasan tersebut yangendasariorang untuk melakukan
poligami.

Adapun syarat alternatibagi suami yangnenginginkaristri lebih
dari satu dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu temkgnading
dalam pasal 4 ayat (2) UndakhipndangNo. 1 Tahun 197#erkawinan dan
pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan.

3. Idri tidak dapat melahirkan keturundn.

Selanjutnya syarat kumulatif bagi suamtuk bisa mengajukan
permohonan beristeri lebih dari satu kepada Pengadilan terdapat dalam
pasal 5 Undanggndang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Ada persetujuan dari istri atastri-istri.

2. Suami mampu menjamin kebutuhan hidup-stri dan anak

anak

3. Suami akan berlaku adil terhadap isstii dan anakanak™®

Pengadilan dalanhal pemberianizin poligami kepadaseorang
yangingin berpoligami minimaharus memenuhsatu alasamlternatif™*

artinya salah satu syarat poligami yang harus terpenuhi Ke¢ikgadilan

° Kompilasi Hukum IslampPasal 57
2 UndangUndang Nol Tahun 1974 Tentang Perkawin®asal 5
1 Mardani,Hukum Keluarga Islam di Indonesi@)akarta: Paramedia grqu3016), 97



Agamaingin memberikan izin poligamibahwasannydanpatercantum
salah satu syarat alternatif maka permohoizam poligami tidak dapat
diizinkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan syarat kumulatif artinya
semuasyaratwajib untuk dipenuhi oleh suami yangendakmengajukan
permohona izin poligami di Pengadilan Aganta

Pengadilan Agama Jembatalahbadan peradilan yang berwenang
menangani perkara perdaigama. Seperti, Perkawinan, waris, hadlanah,
ekonomi syariah, dua perkara hukum slam lainnya. Terkait dengan
perkaraperkawinan, salah satu putudaskim yang berkaitan adalah izin
poligami. Dalam penelitian inidata yang ditemukan penuliderupa
putusanNomor 3066/Pdt.G./2024/PAr yang membahas izin poligami.
Berdasarkan dattlalii pemohonan, Bmohon mengajukan poligami
dengan tujuan yaitu mengharapkan anak ldkki dari pernikahan
keduanya,karena hasrat libido Pemohon yang tinggi, berakiiséi
pertama tidaksanggup memenuhi kebutuhan biologis suami tersebut.
Sehinggasuami merasaakut akan menyimpang darnorma agama jika
tidak bempoligami.

Berdasarkan alasaneohon atau suami yang dijelaskan dalam
putusanpoligami pada perkara yang terjadiRingadilan Agama Jember.
Ratio decidendiMajelis Hakim bahwa permohonanpoligami Pemohon

atau suamiuntuk memenuhi kebutuhan biologisnya, juga memandang

2 Ayu Nopitasarj Anjar Sri Ciptorukmi Nugrahenifi| mp | ement asi Syar at
Menurut UndangJndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama
S ur a k dukumdndvatif: Jurnal llmu Hukum Sosial dan Humanijoval.1 No. 2 (2024): 120.
https://doi.org/10.8383/humif.v1i2.146



Termohon atau istpertamanyaudahtidak mampumemenuhi kebutuhan
seksual. Sehinggadikhawatirkan tergelincir ke perbuatan yang
menyimpang dari agam&elain itu, Majelis Hakim menimbang bahwa
berdasarkan fakttakta di persidangan telah memenulsisal 4ayat 2
UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahu®74 dan Pasal 57 Kompilasi
Hukum Islam juga pasal 5 UndaAgndang No 1 Tahun 197#Adapun
Majelis Hakim memandang bahwasannya poligami ini membawa maslahat
bagi kedua belah pihak. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
menetapkan dan memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk
menikahi ckon istri keduanyaDemikian Pertimbangan Majelis Hakim
tersebutjika ditinjau menggunakan hukupositif, fikih dan teori tujuan
hukum. Hal inilah yang menjadi tertarikan penulisuntuk melakukan
penelitian dengan juduli Anal i s i s Hakiu fTentarey nlzin
Poligami Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 3066/

Pdt . G./ 2024/ PA.Jro.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di
atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni
sebagai berikut:

a. Bagaimana Pertimbangatukum Hakim dalamMengabulkan Perkara

Nomor 3066/Pdt.G/R224/PA.JMengenai Permohonanin Poligami?



b. BagaimanaPerspektif HukunPositif Terhadap Putusan Hakidalam
PerkaraNomor 3066/Pdt.G/2024/PA.JMengenai Brmohman Izin
PoligamP

C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dagan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan
penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Untuk mengetahuBagaimana Pertimbangadukum Hakim dalam
Mengabulkan Perkara Nomor3066/Pdt.G/2024/PA.JrMengenai
Permohonan In Poligami.

b. Untuk mengetahuBagaimanaPerspektif HukumPositif Terhadap
Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Mengenai Permohonan 1zin Poligami

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi seluruh pihak
yang terkait dan warga negara yang mencakup manfaat dalam bentuk
teoretis dan bentuk praktis. Yaitu sebagai berikut

1. ManfaatTeoretis

Penelitian yang dihasilkan dari penulisan ini diharapkan
memberikanreferensiteori baru pada khazanah keilmuan masa
kini, terutama dalam pembahagdantangzin poligami.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti

Ada beberapa manfaat yang penulis dapatkan setelah



menelti seperti bertambah wawasatan pengetahuan akan
praktik izin poligami di Pengadilan Agama Jember dengan
menganalisis putusannyBan juga pemahaman akan Undang
Undang dan Kompilasi Hukum Islamentangizin poligami
Dan yang terpenting bertambahnya kecintaan akan Agama
Islam.
b. BagiUIN KHAS Jember
Penelitian ini sebaggienambah wawasan dan pengetahuan
mengenaiputusanizin poligami berdasarkan perspektif hukum
Positif.
c. Bagi Masyarakat
Hasil dari studi ini semoga mampu menambah wawasan
aktual dan bisa diimplementasikaalam masyarakat khususnya
dalam menjawab permasadah terkait praktik izin poligami,
terutamabagi masyarakateinber.
E. Definisi Istilah
1. Poligami
Poligami berasal dari bahasanvani, kata iniadalahperpaduan
antara katgpoly ataupolusyang berarti banyak dan kagameinatau
gamosyangbermaknakawin atau perkawinan. Makika kedua kata
ini dipadukan akan bermakna suatu perkawinan yang banyak
Sedangkan dalam bahasaraB poligami seringdisebut dengan

t a 6 a d-dauwjdt Paigami menurut EmusBesarBahasa Indonesia
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ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pimag&mpunyaiatau
mengawinilebih dari satawan jenisnya dalarkeadaarbersamaan®

Umumnya pligami seringdipahami dengan ikatan perkawinan
yangdilakukan suami dengamenikahibeberapastri dalamkeadaan
bersamasama untuk menempuh hidup berkeluarga, kemudian
monogamimemiliki arti perkawinan yanguamihanyadiperbolehkan
memiliki seorangstri pada jangka waktu tertentd.

2. Hukum Positif

Dalam ilmu hukum, istilah "hukum positif* sering digunakan
untuk menggambarkan hukum yang berlaku. Hukum positif adalah
hukum yang dibuat oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan
untuk menetapkan hukum, biasanya melalui proses formal. Sementara
itu, undangundang yang berlaku saat ini mencakup lingkup yang
lebih luas. yakni mencakup hukum positif , hukum Islam dan hukum
adat.

Istilah  "hukum positif* berasal dari bahasa Belanda. Ini
dibedakan dari beberapa konsep hukum lainnya, seperti hukum alam
(naturd law) dan hukum yang akan datangs( constituenduin

Selain itu, istilah "hukum positif* juga digunakan untuk

3 Nabiela Naily, Nurul Asiya NadhifghHolillur Rohman, Mahir Amin, Hukum
Perkawinan Islam Indonesi&lakarta: Prenadamedia Group, 2019),.155

% Irwan Irwan Zulkarnain Sulemanfi As a s Perkawinan dalam 1| sl ar
Monogsmi Perspk t i f Qu r 6 aAsSydna durnal BlukumslsianVol. 3, No. 2 (2022):
71-72.
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membedakannya dengan standar hukum yang tidak dipositifkan yaitu
hukum tidak tertulis yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.
Hukum positifadalah seperangkat undamgdang yang berlaku
di suatu negara atau wilayah tertentu yang ditetapkan lefebaga
yang berwenang dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan tertentu.
Semua aturan atau keputusan yang ditulis dianggap sebagai bagian
dari hukum positif. Hukum positif juga disebut sebagails
constitutumyang berarti kumpulan prinsip dan prinsip hukum tertulis
yang secara umum dan khusus sedang berlaku dan ditegakkan oleh
pemerintah atau lembaga peradilan suatu negara. Hukum positif di
Indonesia didefinisikan sebagai hukum nasional yang berlaku di
wilayah tertentu. Oleh karena itu, hukum positif memiliki kekuatan
mengikat dalam hukum nasional Indonesia karemencerminkan
standar yang jela$.
F. Sistematika Penelitian
Sistematika pembahasan adalatatcara urutan pembahasan yang
digunakan dalam penulisan karya ilmiah.
Sistematika pembahasan dalam penulisaneliiam ini disusun
dalam 5 bab
BAB | Pendahuluan. Bab ini akan berisi yang merupakan dasar

dalam sistematika penelitian gisi, yang mengemukakan sepertatar

!> Mia Amalia, Kasman Bakry, Seprian@eori Hukum Positjif (Jambi: PT. Sonpedia
Publishing Indonesia, 2025), 1.
6 Mia Amalia, Teori Hukum Positjf4.
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belakang, fokus penghn, tujuan penelitian, marda penelitian, definisi
istilah, sistematika pembahasan.

BAB Il Kajian Kepustakaan. Bab ini berisi tentang penelitian
terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustdkaakajian
teori sebagai pendukung karymniah ini, yaitu tentang perkara peradilan
agama, pengertian peradijamacammacam perkataproduk hukum
peradilan agama, pengertian poligami, hikmah poligami, poligami dalam
hukum Islam, dasar hukum poligami dalaAl-Q u r 6dasar, hukum
poligami dalam hadis, hukum poligami menurut imam mazhab, hukum
pol i gami menurut beberapa ul amabd, Pol
poligami, syarasyarat bgpoligami, prosedur berpoligami, teori tujuan
hukum, teori keadilan Hwm, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan
hukum.

BAB Il Metode Penelitian. Bab yang mencakup metode penelitian
yang dipakai dalam penelitian ini. Bagian ini memuat sebagian yang
mengkaji secara detail mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber
bahan hukumteknik pngumpuin bahan hukumanalisisbahan hukum
serta tahajpahappenelitian.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini akan membahas tentang hasil
penelitian yang meliputi pertimbangankum hakim dalammengabulkan
permohonarizin poligami, kemudiarperspektif hukumpositif terhadap
putusan hakim dalampermohonanizin poligami kemudian danalisis

untukmemaparkan hasil dari penelitian.
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BAB V Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran.
Kesimpulan adalah ringkasan danvgban permasalahan yang dijabarkan
atau diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah solusi yang

dapat diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada.



BAB I
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian relevan bertujuan untuk membandingkan antara penelitian
terdahulu dengan penelitian saatsadanglilakukan. Berikut ini beberapa
penelitian yang relevan dengan penelitian yaedangdijalani peneliti
dengan sebagai bkut:

a. Penelitian yang dilakukan Nailah Al Khoiroh pada tahun 2023
mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Dengan juduli St u d i Perti mbangan Haki m Pei
Probolinggo Tentang izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor
514/ Pdt . G/ 20.22/ PA. Prob) o

Penelitian ini memiliki fokus penelitianmengenai alasan
terjadinya poligami di Pengadilan Agama Proboingigdem putusan
Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Probtentang izin poligami, damlasar
hukum pertimbangan Hkim Pengadilan Agama Probolinggo dalam
memutus perkardlomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob
Hasil dari penelitian ini yaitu pemohon (suami) melakukan
poligami karenapemohon mempunyai nafsu seksual yang tinggi
sehingga pemohorkhawatir akan menjalani hubungan terlarang
Kemudian dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus
perkara izin poligami menggunakan ke

Qur 6an dNursaafadi 3Alan ayat 129, Pasal 4 dan Pasal 5

13
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UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a,b,c dan d,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 dan 58
Kompilasi Hukum Islant’
Persamaan penelitian ini yaitnengkajitentang penetapan izin
paigami di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan hakim
dalam mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian perbedaan
penelitian terdahulu pemohon (suami) tidak tinggal bersama dengan
calon istrinya. Sedangkanaldm putusarnini suami tinggal bersama
denga calon istrinya sejak tahun 2009.
b. Penelitian yang dilakukan Agnia Lutfia pada tahun 2024 mahasiswi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul
ADi sparitas Put usan Hakim Ter hadap
Kepastian Hukum (Studi Putusan No.7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan
Putusan No. 2608/ Pdt. G/ 2022/ PA. Kdl ) o
Penelitian ini memiliki fokus penelitian mengenalasar
pertimbangan &kim dalam memutuskan izin poligami dalamtysan
N0.7611/Pdt.G/2021/PA.Cbrdan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.KdI dari
segi syarat alternatif dan kuwlatif dan dasar pertimbangarakim
dalam  memutuskan izin  poligami pada putusan  No.
7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan putusan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl

dari perspektif kepastian hukum.

Y Nail ah A | Stud Pertimbamdan Rakim Pengadilan Agama Probolinggo
Tentang izin Pol i gami (Studi at as (Blkipgsiys an No m
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2023).
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Hasil dari penelitian ini yaittadanya dispaids amar putusan
pada putusan nomor 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan putusan nomor
2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl. PadaufusanNo. 7611/Pdt.G/2021/PA.Chn
mengabulkan permohan poligami pEmohon yang diajukan
mengakibatkan ketidkpastian hukum. Berbeda dengamtysan nmor
2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl dengan amar menolak permohonan poligami.
Dalam putusan ini terdapat kepastian hukum dikarenakan Majelis
Hakim yang memuts perkara ini mengikuti acuan Undadgdang
yang berlaku pada Pasal 4 ayat (2) Undandang Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang mengatur syarat Pengadilan Agama dalam
pengabulan izin poligantf

Persamaan Penelitian ini yaitnengkaji tentangputusanizin
poligami di Pengadilan Agama. Kemudian perbedaan penelitian
terdahulu yaitu fokus penelitiannya mengkomparasikan antara dua
putusan yang memiliki perbedaan pada amar putusannya yang dinilai
tidak mengandung asas kepastian hukum sedangkan di penstiid
ini hanya menggunakan saftusanhakim berdasarkan perpektif
hukumPositif.

c. Penelitian yang dilakukan Haris Humam pada tahun 2023 mahasiswa
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dedgdd
AAnal i sis Perti mbangananHiaRoigamidal am N

di Pengadilan Agama Surakarta dalam Perspektif UndangJndang

® Agnia Lutfiah, fiDi spar i tizmsPoligamit Respektif Ha ki m
Kepastian Hukum (Studi Putusan No0.7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan No.
2608/ Pdt . G/ 23krp4d, UmivArsitisddlain Blegeri Syarif Hidayatullah, 2024).
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No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan
Perkara Nomor: 28/ Pdt. G/ 2022/ Pa. Ska)

Penelitian ini memiliki fokus penelitian mengenai pertimbangan
hakim dalam memberikan putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska
tentang perkara izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta dan
analisis putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska pada perkara poligami di
Pengadilan Agama Surakarta ditinjau dari Undaimglang No. 1
Tahun 1974 dan émpilasi Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu pada fakta dipersidangan telah
sesuai dengan Undatdndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkara izin
poligami, kesimpulanperkara ini diperbolehkapoligami karena istri
pertama dan calon istri kedua mengetahui dan tidak keberatan terhadap
pemohon sehinggaMajelis Hakim memandang bahwa istri pertama
dan calon istri kedua dapat membantu kelangsungan hidup kettiarga

Persamaangnelitian ini yaitu membahas temtg pertimbangan
hakim dalam mengabulkan dan memberikan izin poligami kepada
pemohon untuk menikah lagi. Kemudian perbedaan penelitian
terdahuluperspektifnya terbatas pada Unddmigdang nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. &gdm di

YHaris Humam, fAnalisis Pertimbaigmad Hakim d
Pengadilan Agama Surakarta dalam Perspektif Untlardang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum I slam (Studi Put usan P e(Bkigsir Univekstamislam 28/ Pdt
Negeri Raden Mas Said Suraka2823)
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penelitian saat inmenggunakan perspektif hukupositif dan teori
tujuan hukum

. Penelitian yang dilakukan Alfi Mahendra pada tahun 2024 mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan Judul
AAnal i si s Put usan Rolegami mitinjaue dati a n g

Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama

Pangkal an Kerinci Nomor: 407/ Pdt.

Penelitian ini memilki fokus penelitian mengemartimbangan
Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam mengabulkan
perkara (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) mengenai permohonan izin
poligami dan analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan
Kerinci (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) mengenai permohonan izin
poligami ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini gitu alasan drjadinya poligami d
Pengadilan fama Pangkalan Kerinci tentang izin poligami ialah
Pemohon mempunyai hasat libido yangtak terbendungsehingga
Pemohon khawatir akan menimpang dalam hubungan terlaran
Termohon tidak kuat laginiuk melayanikebutuhan batin gmohon,
sementarakebutuhan biologis dan libidoemohon untuk melakukan
hubungan intimsuami istri sangat tinggi daertnohon selalu merasa
berdosa tidak bisa menjalankan kewajibaalach hal melayani
kebutuhan batingmohon, Majelis Hakinmemasukkan alasan tersebut

sebagai bagian dari pemahaman atau mengibaratkanuaatePasal 57

G/

7

2



18

KHI huruf a yaitu stri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
istri.2

Persamaan penelitian ini yaitnengkajitentang pertimbangan
hakim dalam menetapkapermohonan izin poligami di Pengadilan
Agama. Kemudian perbedaan kedua penelitian ini, penelitian terdahulu
menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) sedangkan peneliti
saat ini menggunakan penelitian hukum kajian pustaka (normatif).

e. Penelitian yangdilakukan Wira Putri pada tahun 2021 mahasiswi
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul
AAnal i si s Hukum | slam Terhadap Put
Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb tentang lzin
Poligami Karena Suami ingin Mempunyai Anak Laki-L a kK i 0 .

Fokus penelitian ini yaitu pertimbangan hukumkim dalam
putusan No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb tentang izin poligami karena
suami ingin mempunyai anak lalki dan anali® hukum Islam
terhadap putusanakim tentang izin poligami kama suami ingin
mempunyai anak lakaki.

Hasil dari penelitian ini membahas tentangtysan Majelis
Hakim dalam perkara N@262/Pdt.G/2019/PA.Tlb ialah mengabulkan
permohonan izin poligami tersebut dengan dasBermohon
memberikan izin kepadBemohon megajukan permohonan poligami

dan takut akan melakukartindakan menyimpang darnorma agama

OA1 f i Ma h e n dPutasan Hakitmtentang $zin ®oligami Ditinjau dari Perspektif
Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci  Nomor:
407/ Pdt. G/ 2023/ Pa.Pkc )o6 (Skripsi, Universitas | ¢
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apabila pemohon tidak melakukan poligami, juga suami ingin
mempunyai anak lakaki atas pernikahan keduanyk®lengenai hal
tersebut sangat berlawanan denkgaidahdai poligamidalampasal 57
Kompilasi Hukum Islanf*

Persamaan Penelitian ini yaitu membahas tentang keinginan
suami untuk memiliki anak lakaki dari pernikahan keduanya.
Kemudian perbedaan kedua penelitian ini, terdahulu

dgan

Pengadilan Agama Tulang Bawang. Sedangkan penelitian saat ini

penelitian

melakukan penelitian menggunakan penetapan Hakim

menggunakaputusarHakim Pengadilan Agama Jember.

Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta,
ADiIi sparitas

penelitian ini yaitu
mengkajitentang

putusan

11
Persamaan dan Perbedaaienelitian Terdahulu

No | Nama Peneliti Dan Judul| Persamaan Perbedaan
Penelitian

1. | Nailah Al Khoiroh, Persamaan Perbedaamenelitian
Universitas Islam Negeri | penelitian ni yaitu | ini adalahpemohon
Kiai Haji Achmad Siddig | mengkajitentang | (suami) tidak tinggal
Jemberii St ud i putusan izin bersama dengan
Pertimbangan Hakim poligami di calon istrinya.
Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sedangkan di
Probolinggo Tentang izin | serta pertimbangar| penelitian saat ini
Poligami (Studi atas hakim dalam suami tinggal
Putusan Nomor mengabulkan bersama dengan
514/ Pdt . G/ 2 0| permohonan calon istrinya sejak
2023 pemohon tahun 2009.

2. | Agnia Lutfia, Universitas | Persamaan perbedaan penelitial

ini yaitu fokus
penelitiannya
mengkomparasikan

ZWira Putri,

i A marerihadap futushn IHakim Péngddilan Agama

Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb tentang Izin Poligami Karena Suami ingin
Mempunyai Anak LakL a ki 0 ( Skri psi ,

Uni versitas

|l sl am Neger.
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Terhadap 1zin Poligami
Perspektif Kepastian
Hukum (Studi Putusan
No0.7611/Pdt.G/2021/PA.Cl
n danPutusan No.
2608/ Pdt .
2024

G/ 2

permohonan izin
poligami di
Pengadilan Agama

antara dua putusan
yang memiliki
perbedaan mha amar
putusannya yang
dinilai tidak
mengandung asas
kepastian hukum
sedangkan di
penelitian saat ini
hanya menggunakati
satu utusanhakim
dengan perpektif
hukumpositif.

Haris Humam, Universitas
Islam Negeri Raden Mas
Said Surakar
Pertimbangan Hakim alam
Memberikan Izin Poligami
di Pengadilan Agama
Surakarta dlam Perspektif
UndangUndang No 1
Tahun 1974 dn Kompilasi

Persamaan
penelitian ini yaitu
mengkajitentang
pertimbangan
hakim dalam
mengabulkan dan
memberikan izin
poligami kepada
pemohon untuk

Perbedaan penelitial
terdahulu
perspektifnya
terbatas pada
Undangundang
nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan
dan Kompilasi
Hukum Islam

Hukum Islam (Studi menikah lagi Sedangkarli

Putusan Perkara Nomor: penelitan saat ini

28/ Pdt . G/ 202 berdasarkan

2023 PerspektiHukum
positif dan teori
tujuan hukum

Alfi Mahendra, Universitas | Persamaan Perbedaan penelitial

Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau,
Putusan Hakim tentang Izir
Poligami Ditinjau @ri
Perspektif Hukum Islam
(Studi Putusan Pengadilan
Agama Pangkalan Kerinci
Nomor:

Penelitian ini yaitu
membahas tentang
pertimbangan
hakim dalam
memutus
permohonan izin
Poligami di
Pengadilan Agama

terdahulu
menggunakan jenis
penelitian lapangan
(empiris).
Sedangkan peneliti
saat ini
menggunakan
penelitian lmkum

407/ Pdt . G/ 20 kajian pustaka
2024 (normatif).

Wira Putri, Universitas Persamaan perbedaan kedua
Islam Negeri Raden Intan | Penelitian ini yaitu | penelitian ini,

L a mp u Anglisis Hukum | mengkajitentang | penelitian terdahulu
Islam Terhadap Putusan | keinginan suami | melakukan

Hakim Pengadilan Agama | untuk memiliki penelitian degan
Tulang Bavang No. anak lakilaki dari | menggunakan

0262/Pdt.G/2019/Ralb

pernikahan

putusarHakim
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tentang Izin Poligami keduanya Pengadilan Agama

KarenaSuami ngin Tulang Bawang.

Mempunyai Anak Laki Sedangkan

Lakio penelitian saat ini
menggunakan
putusarHakim
Pengadilan Agama
Jember.

B. Kajian Teori
1. Ruang lingkup Perkara Peradilan Agama
a. Pengertian Peradilan

Definisi Peradilan adalah segala sesuba@ntuk proses yang
dijalankan di pengadilan yanberkaitan dengan tugas memeriksa,
memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau
menemukan hukuin cancerto(hakim menerapkan peraturan hukum
kepada hahal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili
dan diputus) untuk mempertahankdan menjamin ditaatinya hukum
materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh
hukum formaf?

Sedangkan menurut istilah, peradilalah usahauntukmemnta
keadilan atau penyelesaiaengketahukum yang dilakukan menurut
peraturarperaturan tertentu dalam pengadilan. Adapun dalam Islam,
istilah peradilan diambil dari katgadla yang secara etimologi berarti

menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkéa gadla

2 sudirman L,Hukum Acara Peradilan Agamé@Pae-pare: IAIN Parepare Nusantara
Press, 2021), 9.
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menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua
orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah $WT.

Orangorang yang menjalankan peradilan disedmdli (hakim).

Hakim ataugadli merupakan sentral dari sistem peradilfaana pun
karena ia banyak menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan hingga
memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakajadisebutqadli

karena orang yang menjalankan hukum Allah SWT terhadap orang
yang berperkar&’

Dengan demikian, peradilan meakan hal penting dan menjadi
pusat perhatian bagi keberlangsungan kehidupan insan manusia karena
pada umumnya kewajiban yang bersifat sosial itu bertujuan untuk
menjaga stabilitas kehidupan sosial dan melindungi setiap individu.
Peradilan Islam tidak haaymenetapkan hukum antara manusia dengan
lainnya, tetapi juga menetapkan segala sesuatu menurut hukum Islam,
dengan kata lain bahwa peradilan Islam tidak hanya menyangkut pada
perkara perselisihan yang bersifat perdata saja tetapi juga menyangkut
hathal yang bersifat pidana dan kenegar&an.

b. Macam-macam Perkara

Secara umum dalam proses beracara di pengadilan. Seseorang

atau badan hukum vyang ingin mengajukan perkaranya atau

permasalahannya di pengadilan tersebut tahap awal yang harus mereka

% Aden Rosadi,Perkembangan Peradilan Islam di Indonegi@andung: Simbiosa
Rekatama Media, 2018), 2.

4 pnden RosadiPerkembangan Peradilan Islam di Indonedia.

% Darania AnisaHukum Acara Peradilan Agaan Dilengkapi penjelasan-€ourt dan e
Litigation,(Indramau: CV. Adanu Abimata, 2024), 5.
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lakukan adalalmembuat surat permohonatau gugatanLangkah ni

adalah syarat utama agar perkara tersebut dapat diterima oleh

pengadilan tanpa ada surat gugatan maka mereka tidak dapat

mengetahui apa yang akan diajukan perkaranya dan masalah apa yang

dijadikan persengtaanya. Oleh karena itu penulis mencoba

merumuskan tentang gugatan dan permohonan di bawabh ini:

1) Pengertian Gugatan

Gugatanialah pengajuardalam bentuk surat dapengyugat
kepada Ketua Pengadilapada wilayahnya dan mengandung
tuntutan hak yang di dalamnyalalam suatu persengketan
(contentiosqa dan merupakan dasaiundamental dalam proses
pemeriksaan perkara datganyapembuktian kebenaran dari suatu
hak. Kemudianpermohonanalah surat yangnemuattuntutan hak
perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suattarizd
adanyasengket&®
Dalam gugatan terdapaistilah penggugat dan tergugat.

Dalam istilah bahasa belanda penggugat dinamakser, dalam
bahasa ArabAl-Mu d d @léhyorang yang memtut haknya. Jadi
penggugat dalam hukum acara peradilan agama adedaly yang
menuntut hak perdatanya di muka pengadilan agama. Penggugat bisa
satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat

1, penggugat Il dan seterusnya. Lawan daendgugat adalah

% Darania AnisaHukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi penjelasaBart dan e
Litigation, 100,
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Tergugat yang menurut bahasa AelbMu d d a 6 ayaita dramg h
yang menjadi objek tuntutan orang yang menuntut di pengadilan
agama. Sehingga ada istilah tergugat 1, tergugat Il dan tergugat Il
dan seterusnyd.

2) Pengertian Permohonan

Permohoan adalah istilah digunakan untuk perkara perdata
yang bersifatvoluntair atau perkara yang tidalerdapatsengketa
didalamnnya melainkanhanya meminta atau memohonkan suatu
penetapan dari pengadilan. Namun, istilah permohonan juga lazim
menggunakan idéh gugatanvoluntair sebagaimana sebelumnya
terdapatdalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Unddngang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Pok&lokok Kehakimanyang menyatakan
bahwa APenyel esaian setiap perkara vy
badan peradilan mengamdy pengertian didalamnya penyelesaian
masalah yang bersangkutan dengarsdiksi voluntaio .

Secara normatif, pengertian permohongalyntair) adalah
perkara perdata dalam bentuk permohonamg diajukandan
ditandatangani oleh pemohon atau kuasampek ditujukan kepada
Ketua Pengadilan. Perkaraoluntair memiliki perbedaan yang

signifikan dengan perkara gugatan, yaitu dalam permohonan tidak

27 Amri, Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Aganfilalang: CV. Literasi Nusantara
Abadi, 2021) 224
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terdapat sengketa, sehingga pihak yang ditarik sebagai tetglagat
ada dalam perkara permohotfan
c. Produk Hukum Peradilan Agama
1) Putusan
a) Pengertian Putusan

Definisi Putusanialah keputusandari pengadilan dalam
mengadili perkara gugatanyang mengandung unsusengketa.
Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai
kekuatan pembuktiarsehingga putusan yang telatiakabulkan
memiliki kekuatan hukum tetagandapatditindak eksekusi.

Dalam literatur yang lain putusamerupakanpernyataan
hakim sebagai pejabat negara yang dibemanahuntuk mengadili
perkaradan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengamaksud untuk memutuskanperkara atau sengketa
parapihak yang berperkara.

Pengadilan Aama dalam segala putusannyearus dibuat
hakim dalam bentuk tertuli®leh hakim yang ikut memeriksa
perkara sesuai dengan penetapan Majelis Halkdm ditandatangani
oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggoteemudian ditetapkan oleh
ketua Pengadilan Agama serta ditandatangani oleh panitera
pengganti yangnengkuti sidangyang ditéapkan paniteraApayang

ditulis panitera penggantdalam sidang pengadilan harus benar

% Danialsyah, M. Ridwan Lubis dan Gomgom T.P Siretfatkum Acara Perdata Teori
dan PrakteKMedan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023),-89
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benar sama dengan apa yang diucapkdeh hakim dalam
persidangar®
b) Bentuk dan Isi Putusan
Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama haarssi
hathal sebagai berikut:
(1) Kepala putuan
Putusan diawali dengankepala putusan yang meliputi
i Put u selanunyadi bawahnya diikuti dengan nomor
putusan yangesuanomor perkarakemudiandilanjutkan dengan
kalimatih Bi s mi | | a hi r sesuairdengan pasah37 ayato
2 UU No. 7 tahun 989. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat
ADemi Keadilan Berdasar kan Ketuhan
(2) Nama pengadilan dan jenis perkara
Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara misalnya
Pengadilan Agama Jember yangnanganperkara gugat cerdi
pengadila tingkat pertama.
(3) Identitas para pihak
Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama,
alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak
sebagai penggugat dan tergugat.
(4) Duduk perkara Memuat tentang:

1) Uraian lengkap isi gugatan.

29 Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan PdeadiAgama
(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 292.
%9 Sudirman LHukum Acara Peradilan Agamall
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2) Pernyataan sidang dihadiri para pihak.

3) Pernyataan upaya perdamaian.

4) Uraian jawaban tergugat.

5) Uraian replik.

6) Uraian duplik.

7) Uraian kesimpulan para pihak.

8) Pembuktian para pihak.

(5) Pertimbangan hukum

Pertimbanganhukum harusdiberikan dalam putusanoleh
hakim terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan
hukum diawali dengankalimati Meni mbang dan set et
Dalam pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan
peristiwa, dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat, -pasal
tertentu @ri UndangUndang maupurtukum tidak tertulisjalu
kaitkan dengansemuaalat buktidalam grsidanganSetelah itu
hakim dapatmenarikkesimpulandalamgugatan itu terbukti atau
tidak

(6) Amar putusan

Pengertian mar putusan merupakanti hasil dariputusan
hakim dan jawaban petitumyang ada dalamsurat gugatan
penggugat. Amar putusadiawali dengank at a AMengadi l

kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di

31 Sudirman LHukum Acara Peradilan Agama]2.
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dalamnyadijelaskangugatan itubisadikabulkan dan ditolak atau
tidak ditermaoleh hakim
Semua hakim dalam mengonsepamar putusantetap
memperhatikamakhal berikut:
(a) Sifatnya harugegas dan lugas.
(b) Jelasdanterperincimaksudnya (tidakabul).
(c) Meneliti sifat dari putusan yang akan dijatuhkan apakah
konstitutif,deklaratoirataucondemnatoir
(d) Ditulis secara ringkas, padat, dan ter&ng.
(7) Penutup
Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam
sidang terbuka untukumum, yang memeriksaadalah Majelis
Hakim, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam
pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh Majelis Hakim
dan panitera yang ikut sidang dan pada akhir putusan dimuat
perincian biaya perkari.
2) Penetapan
a) Pengertian Penetapan
Penetapamliistilahkan sebagadieschiking(Belanda)ataual-
Isbat (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama dalam duntutan

yang tidak mengandung sengketprigédicto voluntarig. Bisa

%2 Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
296

% Abdul Manan,PenerapanHukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
296
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dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya
terdapatpemohon yangnemintauntuk ditetapkarpermohonannya
sedangkan perkatalak addawan.

Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan.
Penetapan bertujuan untuk menetapkamndisi pemohorataustatus
tertentt bagi dirinya Amar putusan dalam penetapan bersifat
declaratoir yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Reneta
mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai
kekuatareksekutoriaf*

b) Bentuk dan Isi Penetapan

Dalam lentuk penetapamrmemiliki struktur hampir sama
dengarbentukputusan namun terdapat sedikit perbedaan yaitu:

(1) Identitas pihakpihak pada permohonan dan pada
penetapan hanya memuat identitas termohon. Kalaupun
dimuat identitas termohon akan tetapi termohon bukanlah
pihak.

(2) Tidak akan ditemui kattk at a A Ber | awanmaan Deng
halnyadalamputusan.

(3) Juga tidakditemui katak at a fAiTent ang Dudukny
seperti halnya dalamputusan tetapi langsung diuraikan
permohonan pemohon.

(4) Amar penetapasifatnyadeclaratoireatauconstitutoire

% Sudirman LHukum Acara Peradilan Agam20
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(5) Dalam putusan diawali katak at a AMemut uskano
dalampenetapanliawalikatai Me net apkano.

(6) Biaya perkara selalu ditanggung oleh pemohon sedangkan
pada putusan dibebankan kepada salah satu pihak yang
kalah atau ditanggung bersasema oleh pihak penggugat
dan tergugat tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu
kepada penggugataat pemohon.

(7) Dalam penetapan tidak mungkin adeeconventie,
interventieatauvrijwaring.

2. Ruang lingkup Poligami
a. Pengertian Poligami

Definisi poligami merupakanpraktik pernikahandimana suami
memiliki beberapaistri secara sah dah waktu yang bersamaan.
Poligami bermula dari bahasa Yunatgéngao p o lyangberarti banyak
danfi g a mgasgberarti perkawinan. Dalam poligami, suami memiliki
kemampuan hukum untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Namun,
penting untuk dicatat bahwa praktik ini memiliki irkalsi sosial,
budaya, dan hukum yang kompleks. Beberapa negara dan agama
mengatur poligami dengan persyaratan dan batasan tertentu, sementara
yang lain melarangnya sepenuhnya. Poligami berbeda dengan monogami,

dimana suami hanya memiliki sateorangstri sah®

% Daudy Buhari, Efrida Wati Harahap, Bestari Endaydh@a mpak Pol i gami Ter 'l
Per ke mban gdumal Aterasiblagi: Literasi tentang kéndonesiaa, Vol. 11, No. 1
(2024): 117 https://doi.org/10.47783/literasiologi.v11i1.662



https://doi.org/10.47783/literasiologi.v11i1.662

31

Poligami memiliki pengertian berbedasama halnya pada
umunmnya yang dipahamiyang seringkali dipahami sebagai keadaan
suami beristeri lebih dari satu orang pataas yang bersamaar.etapi
pada umumnyalipahami poligami itusebagai poliginilstilah poligini
adal ah ASi st em neraundkiakanseoemmg laidakin g
memiliki beberapaistri dalam situasib e r s a nBSedangkankalau
wanita disebut poliandff

Secara konsepsiongdoligami merujuk padgerkawinan yang
dilakukan oleh seorang suamiatau isti demi mencapaitujuan
memperolehpasangan hidup lebih dari satu orang. Dengan demikian,
poliandri tergolong salah satubentuk dari poligami. Jika suami
melakukanperkawinandanmempunyai lebih dari satu oraigiri, maka
dikatakan sebagaipoligini. Dasar hukumnyadalam UndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI bahkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tidakerdapatkalimat poligini, oleh sebab itu
tulisan ini memakaiistilah poligami,yang memiliki maknasuami yang
memiliki istri lebih dari satu orant.

b. Poligami dalam Hukum Islam
1) Pengertian pligami dalam Islam
Dalam Islam poligami tidak bermakanaselalu diperbolehkan

Islam menetapakaratasan dan syar&etentuanyang amatketat bagi

% Baso Mufti Alwi, O Pol i gami DmdlAsyi séamd, JVWa.alal Hukum
No. 1, (2013): 4http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.162

3" Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falatukum Perdata Islam Di IndonesiéBandung
Pustaka Setia, 2011), 117.
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seorang yangngin menjalanipoligami, salahsatunyaboleh menjalani
poligami hingga batas empat orangistri jika ia benarbenar sanggup
untuk bersikapadil kepadasemuaistrinya yang menyangkutlalam ha
nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan
tegas, apabila dikhawatinkaintuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah
dengan satu istff

Islam menganggapseorang lakiaki tertentu dpetolehkan
bempoligami sebagajalan keluaruntuk menanganmasalahpemenuhan
kebutuhanbiologis atau perihal lainnya yang menghambaketenanga
batinnyaagar supaydidak terjerumusdalam tindakanperzinaan, karena
jelas sekali agamamengharamkan iniOleh sebabitu, tujuan poligami
yakniagarmenjagakeimanarsuami dartindakanzina atau maksiat yang
termasuk perbuatanterlarang menurut agama, maka Islam memberi
solusi terbaikyaitu suami boleh berpoligami dengayarat ketentuan
dapatberlakuadil terhadaparaistri-istrinya >

2) Alasan poligami dalam Islam

Sesungguhnya AllalSWT dalam kuasanya tidak hanya
seladar mempersilakan suam bepoligami, justru beliau sangat
menganjurkanny® Perkawinanmenurut Islam sebenarnya menganut

asas monogami, tetapi terdapat kemungkinan diperbolehkannya suami

% Andi Intan CahyaniiPol i gami dal aml| PE alenmaleAtQada: Hu k um
Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islavol. 5, No. 2,(2018: 274.

% Tihami dan Sohari Sahrarfrikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah LengkagDepok:
PT Rajagrafindo Persada, 2008%8.

40°'M. Syifa Fauzi Yulianis, Widia Ari Sati, i Monogami , Poligami dan
(Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundangd angan d i Jurhah Koaboetf i a) O,
Sains Vol. 4, No.1: 458 (2025158 https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6802
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melakukan poligami terbata#/alaupunseorang lakiaki Muslim hanya
diperbolehkan menikahpaling banyakempat orang wanita, namun
suami hanya boleh mempunyai satu istri jika ia tidak mampu
memperlakukan mereka dengan benar atau bahkan memperlakukan
mereka secara tidak adil. Eksistensi gaaktik poligami sudah ada sejak
zaman dahulu, di mana rajaja kerap kali mempunyai lebih dari 1 (satu)
orang istri. Adapun dalam ajaran Islam, praktik poligami terjadi terutama
disebabkan setelah terjadinya Perang Uhud. Pada saat itu terdapat para
sahalat yang gugur dalam perang yang berakibat pada ditinggalkannya
anakanak mereka yang masih dibawah umur serta para janda yang masih
mengalami kesulitan dalam menanggung biaya hidup setelah
ditinggalkan suami mereka. Oleh karena itu, perkawinan menjadi sala
satu solusi sehingga anrakak yatim beserta jang@nda tersebut tidak
terlantar dan tetap terpelihara dengan baik dan terbebas dari kemaksiatan
dan fitnah. Dapat dikatakan bahwa poligami boleh dilakukan apabila
terdapat suatu keadaan mendesak ataassitang tidak biasa sehingga
diperlukan poligamf?
3) Hukum Poligami dalam Islam
Menurut hukum aslinya poligami adalah mubah (bofélytinya

suami boleh melakukan poligami maupun tidak, poligami juga dapat

“l Vina Fadila Hasna Raehang,Per | i ndungan Hukum Terhadap | s
berpol i gami Tanpa Per s et,ulRanah nResdaht: r Journald afn Penga
Multidisciplinary Research and DevelopmentVol. 7, No. 2 (2025): 1044
https://doi.org/10.38035/r1j.v7i2.1278

42 Armia, Iwan Nasution,Pedoman Lengkap Fikih Munakah&tlisi Pertama(Jakarta:

Kencana, 2019) 115
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dihukumi sunnah, makruh, dan haram, hal ini melikeadaan suami

yang berkeinginan untukerpoligami. Ketika suami menginginkan istri

yang lain dengan memperhatikan istri pertama dalam keadaan sakit atau
mandul, sedangkan dia membutuhkan anak, dan kuat dalam asumsinya
mampu berlaku adil dengan sesamainga maka hukum poligami
adalah sunah, dikarenakan terdapat sebuah maslahat secara syariat dan
para sahabat Nabi, mereka menikahi lebih dari satu.

Apabila poligami bukan didasari dari sebuah kebutuhan,
tujuannya sematmata untuk bersenarggnang dan diaagu dalam
memperlakukan keadilan diantara para -istii maka hukum poligami
makruh, karena tidak terdapat sebuah kebutuhan dariapaligahkan
kadangkadang datangsatu kemudharatan pada istrinnya yang
berdampak dia tidak mampu berlaku adil. Namuetika kuat dalam
sangkaannya bahwa dia tidak mampu berbuat keadilan diantara para istri
istri karena faktor kefakiran dan lemah dan tidak mampu berlaku adil
diantara mereka maka hukum poligami padanya adalah haram karena
dapat memudharatkan orang I&fn.

Hukum Islamdiantaranyamemiliki dua dasaryakni AlI-Qu r 6 a n
dan Sunnah.Tetapi ma z h a b b&peadagadalanymeementukan
hukum Islamsebenarnya terdapampat dasar yaitu: A u r 6Sanmah,

ijma, dan giyas.Sesungguhnyalasardalam suatuhukum itu adalah

43 Andrean Maulanafi Po |l i g a mi d a | a majiakl Ustinbath Luglkalvigam ( K
Terhadap Hadi s Mi s wanl ANadhair: Marhkahkajianmrakin @an Ushul
Fikih, Vol. 2, No. 2 (2023): 4https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.37
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landasan yang digunakansebagai jalan keluarnya ketentuan pada
permasalahatertentu**
Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai
berikut:
a) Dasar Hukum Al-Q u ardyang digunakan dalam hukum poligamij
yaitu :
(1) Dasar hukum poligami dalam-@u r 6 an vy a-Nalyas3ur at An

sebagai berikut:

Artinya : i Dkarkamp itakut tidak akan dapaertaku adil
terhadap (hakak) perempuan yang yatim (bilamana
kamu mengawininya), Maka kawinilah wanikanita
(lain) yang kamu senangidua, tiga atau empat.
kemudian jika kamu takutdak akan dapat berlaku adil
Maka (kawinilah) seorang sajatau budalbudak yang
kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak (bSeAnbisaa8® ani aya. o

Berlaku adil adalah terkait perlakuan suami dalam
mengurus dan menafkahi istéslyaknya tempat,pakaian giliran,
dan lain sebagainyayang bersifat lahiriyah. Dalam Islam
diperbolehkannyasuatu poligami yaitu dengan syaraketentuan
yang berlaku Poligami sudah adasebelum turunya ayat inj

poligami juga sudah ada dan pernah pulgpraktekkanoleh para

“4 Beni Ahmad SaebanFigh Munakahat 2(Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.
% Kementerian Agama Republik Indonesia A | Qur 6an dan Terjemah:
Penyempurnaan(Jakarta TImur: Lajnah Pentashihan Mushafi r 6 a n 2019) , 104
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nabi sebelumRasulullah Sedangkan ayat ini lebih menjelaskan
batasanuntuk seorang suami jika ingin Ipedigami maksimal
adalah empat orang saja.

Perlu kita ketahui dan kita fahami bahwa poligami yang
dicontohka oleh para nabierkhususnabi Muhammad Saw bukan
hanya sekadauntuk menenuhi kebutuharbiologisnya, melainkan
adaterdapatnilai dakwah dan sosial yang jauh lellibrmanfaat
Dengan adanyahal tersebut, maka d@&ulullah melindungi para
janda dengan cara menikahiriya.

(2) Surat AnNisa ayat 129, dalamAQDur 6 an sebagai beri k

Artinya : i Dan Kk -&ain tidaksakak dapat Berlaku adil di
antara isteristeri(mu), walaupun kamu sangat ingin
berbuat demikian, karena itunganlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu
biarkan yang lain erkatungkatung. dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari
kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayaig.

Menurut mufassir Ahmad Musthafa IAMaraghi tentang
ayat 129 surat AdNisa, sesungguhny&keadilan yangdiberikan
kepadamanusia disesuaikan deng&apasitas dirinya Dengan
ketentuarharusberupayasebaikmungkin untukterus menerapkan
prinsip keadilan, karena indkator utama yang mempengaruhi

seseorangintuk berkeinginanberbuat adil adalah tidak laialah

6 Beni Ahmad SaebanFigh Munakaat 2, 154.
4" Kementerian Agama Republik Indonesia A | Qur 6an dan Terjemah:
Penyempurnagn(Jakarta TImur: Lajnah Pentashihan Mushafdr 6an, 2019), 133
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kecenderungan jiwa dan hati yang tidbisa dikendalikanoleh

seorang jika tidak dapat menguakeadaarkeadaaryang dialami.
Dasar inilah Allah SWT memberika kelonggaran dan

menerangkanbahwa jika keadilan yang sempurmsalit untuk
ditegakkan, makaebaiknyaidak condong terhadagalah satustri

yang sayangidan melalaikanistri yang lainnyasehingga seolah
olahtidak dapat perasuamidan tidakjugadicerikan.Oleh sebab
itu, setidaknygara istrimerasaidho dengarperlakuannya.

Sikap adil yang menjadiketentuanbolehnya berpoligami
pada aya3 bukanlah sifat adil pada ayaP9 yang manasemua
orang tidakbakalsanggupmenerapkannyaMakna alil dalamayat
3 adalah adil yandpisa diterapkan layaknyamemberikanrumah,
nafkah antar istrj dan giliran menginap. Di sini adil merupakan
suatu tanggungawab dan suatpetunjukyang harusdiwujudkan
Sedangkan pada ayat kedua yaitu &eitarti setiap orangidak
akanmampumenerapkarsikapadil yang setiap bersifat maknawi.
la hanyaberhubungamlengankehendak dirinyalan berada di luar
kendali manusia. Karena itu, ini bukanlah suatu tanggjavgab

dan bukan suatu taklif

“ Firmansyah ADi skursus Makna KedaMazdhibuma: dumdl am Pol i ¢
Perbandingan Mzhah Vol. 1 no. 1,(2019) 82-83. https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507
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b) Dasar Hukum Hadis yang digunakan dalam hukum poligami,

yaitu :

@é@%@%@@:@@%@a@m%@%

ArtlnyanKepada k ami Hannad, t el ah me n (
OAbdah dari Saoid bi ndaridbu O6Arub
Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa
Ghailan bin Salamah Alsaqafi masuk Islam. Saat itu ia
memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka
semuanya ma s u k | sl amjuga, Nabi
wasallam menyuruhnya agamemilih empat diantara
mereka. (H.R. Tirmidzi 1047.%

Dalam hadis ini diungkapkan bahwa Nabi menjuseorang

sahabat bernama Ghailauntuk memilih empat orang di antara

sepuluh orang istrinyaHadis ini menimbulkan kesan bahwa Rasul

memberikan izin untuk berpoligami atau mempunyai istri lebih dari

satu. Hadishadis ini dijadikan pegangan dan dasar untuk kebolehan

poligami, namun kebanyakan ulama memahami hadis ini sebagai

penguat dan penjelasrilayat, Surat An-Nisa*°

¢) Hukum poligami menurut imam mazhab sebagai berikut:

(1) Mazhab Hanafi

Mazhab Haafi menafsirkansurat AnNisa ayat3 lain dari

halnya pandangammurmmya Perwakilan pandangaoleh Abu

Bakar Jassas Rayang menyampaikardalam Ahkam AIQu r 6 a n ,

9 Ahmad Muzaki, i Kaj i an dan Anal i si selSuamh: dJundlent ang F
Kajian Hadis dan Integrasi IlImwol 1 No. 2,(2021) 163

**Rahmi Syahrizafi Anal i sis Teks Hadis tenfumalgrk Pol i gami
Quds: Jurnal Studi AQur 6 an da,n VolL.Ha2d i No.2, (2018: 126
http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v2i2 47
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bahwamaknayatim yang ada dayat tersebut tidakermaknaanak
yangtelahditinggal ayahnyaeorangtetapimelingkupjanda yag
ditinggal pergimati suaminya juga.

Pendapat Al-Kasyani, tentang dibolehkannyapoligami
memiliki syara yang wajib adil. Akan tetapi, jika seseorang
mempunyai kkhawatian tidak mampu berbuat adilmengenai
nafkah lahirayaknyasandang, pangan dan pamim nafkah batin
(membagi giliran tidur) bagi para istrinya, maka Allah
memerintahkarbagi seorandaki-laki untuk menikahhanya satu
istri saja. Kaena berlaku adil dalam nafkahlahir-batin adalah
kewaj i ban sy a dlérurah ydannitg sumgguitidak f a t
mudah Dlarurah bermaknasuatu keperluan yangangat penting
dan harus segera ditunaikan. Meliputi bentuk perhatian adil
terhadap beberapa istientangnafkah lahir yangbersinggungan
dengan seperti makan, tempat tinggal dan pakaidarussama
rata Antara keada istriataupunhamba sahayasebabsemua itu
adalah bentukkebutuharkebutuhan utama Kewajiban nafkah
batinistrinya, silami dilarang mengganti dengan uaBgrlakujuga
bagi istrinya, tidakdianjurkan mengasihuang kepada suaminya
dengan maksud tujuan agaendapat jadwal giliratvanyakdari

istri yang lain>*

L M. Khoirul Muzakki, Hendri Choirun N AFenomena Pol i gami Ant ar
Dan Wisata Seksual Dal am Anali sis JHnallEkQist | sl am Da
Vol 4, No. 2, (2021): 66
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Kesimpulan lrdasarkan uraian di atagakni menurt
golongan Hanafi, praktik poligamisampai dengarempat istri
dianjurkan dengan mengingat menjauhi tindakankezhaliman
(ketidakadilan)kepadasalah sorangdari istrinya, jika ia tidak
yakin akan berlakwadil, maka iadianjurkanuntuk membatasi diri
denganmonogamisesuaif i r man Al Jika kaliaBtskut: i
tidak adil, sebaiknya monogaii.

(2) Mazhab Maliki

Dalam kitab AtMuwatta’, Imam Malik menyatakan bahwa
seorang laklaki yang mempraktikkanpoligami dibatasi harya
denganmemiliki empat istri, dan aturan imanyateruntuk suami
yang pantas Adil di sini mencakup pembagian giliran dan
perhatian, sehingga seorang suami tidak condong pada salah satu
istri.>?

Umumnya liku-buku ulamakalanganMalikiyah mengkaiji
dilingkup hukum poligami hamba sahaya, haraokumnya jika
beristri lebih dari empat orangemudiankeharusarmembagirata
jadwal giliran istriistrinya. Pandanganimam Maliki dalam
bukunyamengatakarbahwa seorang hamba sahaya daberkara
poligami jugasama dengan orang merdeka, mereieerlakukan
samayakni dibolehkanmemiliki istri hinggaempat orang, karena

ayat tersebut bersifat umum.

2 Tsani Itsna Ariyantid Po | i g a mi Menurut Muhammad Syahrur |
Al Ghazali dan Per | i ndu HidagatullahJakakadp20Z8e38i s, UI N Syar i
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Kemudianmengenaperilakuadil, Iboru Rusydmenyatakan
bahwa keharusanberlaku adil terhadapsemuaistri dan sudah
menjadikeputusamulama yang tidak boleh ditawgawar lagi.Pada
umumnya tentang perkarai k e a d i | a m@mbemtahugkann i
bahwa poligamidianjurkanuntuk merdeka maupun hamba) dalam
perspektifMaliki tidak memiliki perbedaamlengan sebagian besar
ulama hinnya, yakni dibolehkarya poligami tetap adalah tetap

harus berlaku adifang menjadsyaratpertimbangan utants.

3) Mazhab Syafi 0i

I mam S tidak ménmbahasperkawinan lebih dari
seorangsecarajelas dalam kitab fighnya Al-Umm yang sangat
monumentalDalam karyanya ddiau hanyanengkaji tentangoleh
atau tidak bolelperempuamuntukdipoligami dan mengenaiinlah
batasan istri. | ma m B papenddpat yang tidak boleh
dipoligami secara mutlakdalah perempuakakak beradikddam
waktu yangbersamaanberlaku untukseorang hamba maupun
merdeka. Berlaku juga larangan untuk mengawini antara
perempuan dan ttenya, sesuaidalam hadi yang diriwayatkan
oleh Abu Hurairah.

Selanjutya dalam Kitab 4/mm mengandung pandangan
Imam Syaifi tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu

Umar mengenai Gailan bin SalamahSalgafi. Gailan adalah

%3 M. Khoirul Muzakki, Hendri ChoirunNfi Fenomena Pol i ga mi Ant ar a

Wi sat a

Seksual Dal am Analisis HWdkum | sl am Dan

uu
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seorang sahabat Nabi yang memeluk Islam bersama sepuluh
istrinya. Nabi kemudian memerintahkan Gailan untuk memilih
empat dari istristrinya selgai dasarkebolehan poligami. Imam
Syafii meyakini bahwa angka empat dalam hadis ini
mencerminkan batas maksimal dalam melakukan poligami.
Menurut pandangan Imam Syafi'i, praktek poligami diperbolehkan
asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Salah satadgéah
kemampuan untuk berlaku adil terhadap para istri. Batasan empat
perempuan dianggap sebagai hukum maksimal, dan jika seseorang
memiliki lebih dari empat istri, hal tersebut dianggap haram
menurut pandangan Syafi.

Imam S y a fmen&kankarbahwa antara suami dan istri
memiliki hak dan kewajiban masingasing. Beliau juha
menyatakarbahwasanya poliganbagi seorang suantiarus adil
dalam membagi jatah giliran kepada para istrinya dengan
memperhatikanunsur kuantitas. Alasan apapun tidak ditgma
untuk tidk menggilir seorang istnmeskipunistri tersebut dalam
kondisisakit parah, haid atanifas, kecuali istnyamengikhlaska
untuk menyerahkan jatakepada istri yang laimya Sudut pandang
ini bisa diinterpretasikammembawa kesan kepada ##an dalam

hubungargender bagi suamimaupunistri harus saling pengertian,

* Ach. SubairiSri Lumatus Sa 6 aidPaohl,i gWinli d aDnail aHre fPmain,d a n
Husei n MuAl®Qatamadlirdgl Keagamaan dan Kemasyarakatdol. 18, No. 5 (2024):
2000 http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i5.3706
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saling menghormati hak maskngasing dan tidak boleberlaku
kasarterhadapsalah satu pasanganmya.
(4) Mazhab Hambali
Ki t ab amMhbFRgkiywahdidalamnya membahas fi Ba g i
kal anganyah Sdarma f Ha@baliyah, seseorang tidak
diperbolehkan berpoligami tanpamaksud tujuanyang jelas
(terlebih bila telalzinadengan seorang istada dasarnypraktik
poligami berpotensimenjerumuskanseseorang padaerilaku
haram (ketidakadila) o . Al |l ah SWT berfirman:
mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu
menginginkan sekali o. Rasulull ah b
dua istri, tetapicondongterhadapsalah satunya, maka di hari
kiamat ia berjalan miringebalpe r ut nya b8 at sebel ah
d) Hukum pol i gami menur ut beberapa u
berikut:
(1) MenurutMuhammad Abduh
Semuaulama klasik dargolonganmufassir (penafsirjlan
fakih (ahli hukum) berpendapat, berdasarka8.@n- Nisa ayat3,
pria. musim dapat menikahi empat perempuan. Tafsir ini telah
mendominasi nalar seluruh umat Islam. Jadi dalam pengertiannya

poligami itu tidak dilarang asalkan tidak lebih dari 4 istri.

% Erda Yuni Safitri,i Ti nj aiu@lho SiosHukum: |1 su Poligami Seb
Al-Fikra: Jurnal ilmiah KeislamanVol. 21, No. 2(2022) 205DOI 10.24014/af.v21i2.28918
% M. Khoirul Muzakki, Hendri Choirun NA Fenomena Pol i gami Ant ar a

Dan Wisata Seksual Dalam Analisisu k um | sl am Dan UUB8NO. 1 Tahun 197
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Akan tetapi,Muhammad Abduh berpendapat bahwa haram
untuk berpoligami, bagiseseorang yang khawatir tidakampu
berbuat adil. Karena padahakikatnya poligami tidaklah
mendatangkan manfaat, bahkan poligami hanyalah mencari
kesenangan’

ulama seperti Muhammad b8uh tidak sepakat dengan
penafsiran itu. Baginydianjurkannyapoligamiitu karenakondisi
sangat pentingiawalislam muncul dan berkembanggitu dengan
alasan Pertama, jumlah prigaat itusedikit dibandingkan dengan
jumlah wanita akibat gugur dalammedan perangSehinggaini
menjadibentukpengayoman dampria menikahi wanita lebih dari
satu. Kedua, Islamsaat itu keadaan masihsedikit sekali
pengikutnya Solusi poligami, menjadikanwanita yang dinikahi
diharapkan msuk Islam dammengajaksanakkeluarganya. Ketiga,
dengan poligamierkoneksihubungampernikahan atar suku yang
menghindari peperangan dan konflik. Muhamad Abduh
menyatakarbahwapoligami haram bagi seseorang yang khawatir
tidak bisaberlakuadil.>®

Muhammad Abduh jugamenerangkan hanya Nabi
Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak,

dan tabiat poligami ini tak dapat dijadikartolak ukur, sebab ini

" Siti Nurjanah, Agus Hermantdjukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia,
(Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) 205.

*8 Tsani Itsna Ariyantid Po | i g a mi Menurut Muhammad Syahrur |
Al Ghazal.i dan Perlindungan Anako, 48.
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kekhususan dari akhlak Nalerhadapistri-istrinya. Pendapat
Abduh menganjurkanpoligami dengan alas aistri itu mandul.
Menurut Abduh, Peneraparnpoligami ialah bentuk perbudakan.
Islam tidak mengajarkan hdemikianitu. Fenomena ini menurut
Abduh adalah tradiszaman jahiliah yang tidak ad&aitannya
dengan Islani’
(2) Menurut Zamakhsyari
Az-Zamakhsyari berbed pendapat dengan para ulama
lainnya mengenai batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi.
Beberapa Ul amadé me n Hdkiahanyabbaldthwa s e o
menikahi perempuan hingga empat orang. Bahkan;Sysykani
menghukum haram apabila ldkki menikahi grempuan lebih
dari empat orang. AZamakhsyari justru berpendapat sebaliknya.
Dalam kitabnya tafsir AK a s y a f Zammamsyar
menyatakan bahwa pol i gami isl@hrentulu t syar
rukhshah (kelonggaran) ketika daruraSeperti halnya dengan
rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan
membatalkapuasa Ramadhan ketika dalam perjaldiffan.
Dalam kitabnya tafsir AK a s y a f Zammahsyar
menyatakarbahwajumlah perempuan yang dapat dinikahi dalam

satu masa adalah maksim& orang bukan empat orang.

%9 Tsani ltsna Ariyantio Po | i g a mi Menurut Muhammad Syahrur |
Al Ghazali dan Perlindungan Anako, 49.
% Widowati, AiKaj i an Yuridis Putusan Hakim Pengadil ¢

Tentang Izin Polig mi Yastitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas tulungagwigl. 2,
No.1, (2016) 6. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v2i1.122
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Pendapatnya didasarkan pada pemaknaan awfpadamatsna
w a t sul at sa, hwaf wawutbreehud aermakna
penjumlahan jadi 2+3+ 4=%.

(3) Menurut Syaltut

Pendapat Syaltut berbedadengan Abduhyakni tidak
meletakkan syat keterpaksaan dalapenerapanpoligami. Dia
menyerahkan kepada individu untuk menentukan keadaan dirinya
apakah mampu berlaku adil ataupun tidak, kemudian dia jawab
sendirilah depan Allah.

Syaltut melihat hukum asal poligami dibolehkalah untuk
petunjuk alternatifbagi pengasuh anak yatiragartidak terjebak
dalam kezaliman akibaperlakuannyayang tidak adil terhadap
mereka. Oleh karena itu menurut Syaltut, yaegenting dalam
poligami adalah keadilan bukan keterpaksaan.

Dalam Kaidah Syaltut,sesuatu yang memiliki kebaikan
yang lebih secara kualitas dan kuantitasnya dari pada kejelekannya,
maka yang menjadi pegangan adalah sisi positifnya. Kejelekan
yang minimal itu tidak akan menjadi beban bagi pelegalan hukum
yang diambil dari sesuatu yangsiskebaikannya lebih banyak.
Bagaimanapun dua sisi itu akan selalu ada dalam pemberlakuan

undangundang, walaupun sangat kecil kuantitas kejelekannya.

®Dri Santoso, fPo{Undgray MomordlaTatum1974ndenaHulum
Islam PerspektifMaqashid AlSyariatd ,Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan
KemanusiaanVol. 3, No.2, (2021)132.
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Kehidupan dunia ini pun demikian, tidak pernah terlepas dari dua
sisi tersebut. Namun hukum tetap dib&tlkan®?
(4) Menurut Imam Ghazali

Imam Ghazali ulamayang terkenal sebagaulama yang
sering membela kaum wanit&i kitabnya Nahwu alTafsir al
Ma u d s Suwari Al-Quran, beliaumengkaji masalahpoligami
dengan antadetail Menurutya poligami dalamlislam memiliki
aturan khusudain halnyaseperti di Barat yang lelakinyaemiliki
satu isteri yang sah tetapiuga memiliki isteri haran hingga
sepuluh.

Dalam Islam, lelak perjakayang tidaksanggupberkavin
dianjurkan berpuasa, soalnya lelgpada dasarnydidak akan
mampu berpoligamiAl-Ghazali berganggapaorang seperti itu
tidak boleh dibiarkan, dia tidak akaanggugbersikapadil.

Dalam pandangannya yakni bahdaam pernikahan tidak
boleh ada paksaan. Oleh karena itu, wamtmiliki kebebasan
maumenerima atamenolak untuldipoligami

(5) Menurut Yusuf aQaradhawi

Yusuf atQaradhawi walau bagaimanapun tidak setuju
dengan pendapat yang mengharamkan poligaatap hukumnya
boleh, bukan haram kara melihat kepada berbadamaslahatan.

Orang yang akan melakukan poligami harus berkeyakinan penuh

2 Aunur Rofiq, OKeabsahan P dbduhgdamMahmu®er spekt i
Syal t udlub, Albab: Jurnal Studi Islam  Vol. 3, No. 2 ,
(2007):164. https://doi.org/10.18860/ua.v3i2.6112
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bahwa dia mampu berlaku adil tanphakatir terjatuh dalam
kezalman seperti keterangan surah-Nisaayat 3%
4) Hikmah Poligami
Hikmah diizinkan berpoligami (dalarkeadaandarurat degan
syarat berlaku adil) antara lapakni sebagai berikut:

a) Untuk memperolehketurunan bagi suami yang subur dan istri
mandul.

b) Untuk mempertahankakeharmonisakeluarga tanpa menceraikan
istri, sekalipun istri tidakdapat menjalankan tugasnyayaknya
istri, atauterdapatcacat badan atau penyakit yatmpk mungkin
disembuhkan.

c) Untuk melindungisuami darperilakuhypersex dari perbuatan zina
dan akhlakburuklainnya.

d) Untuk mengamankankaum wanita dari akhlakburuk yang
bertempadi negara/masyarakgang jumlah wanitanya jauh lebih
banyak dari kaum priany4.

c. Poligami Dalam Hukum Positif
Indonesia sebagasalah satunegara hukumpenting untuk
membahas mengenai perkara poligami dengan pembahasan yang
terperinci Pembahasan poligami tersebut kuranghlebrdapats dasar

hukumperaturan tentang poligarpakni: UU No. 1 Tahun 1974 tentang

® Edi Darmawijaya,i Pol i gami Dalam Hukum | slam Dan

Hukum Keluarga Tur ki ,Gerblar Bqudity: interBagianal Jourmhlooh@®s i a ) 0,

and Gender Studie¥ol. 1 No. 1, (2015) 29-31 http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.621
® Abdul Rahman Ghozalii Fi gh Mu n a k a h a t(Jakarthi Kencan® €003) a ma o
136

Hu
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perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1983 tentang izin perkawinan dan percerdagi pegawai negeri sipil,
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tenpengbahan atas PP No.
10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam (KFR).
1) Alasan Poligamidalam Hukum Positif
Aturan yang berlaku bahwaseorang lakiaki hanya
diperbolehkarmempunyaisatuorangistri, suami yang beristri lebih
dari satu diperbolehkan apabildisetujui oleh pihakpihak yang
berhubungardan Pengadilan Agama memberi izin (Pasal 3 ayat (2)
UU No. 1 Tahun 1974). Dasar dalam memberi izin poligami dari
Pengadilan Agma diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undamglang
Perkawinan dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan
sebagai berikut:
a) Istri tidak dapat mejalankan kewajiban sebagairist
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disenbuhkan.
c) Istri tidak dapat melahirkan keturun&n.
Dapatdisimpulkanbahwaalasaralasan tersebut diperhatikan,
alasan tersebut merujuk pada popokok dalam penerapan
perkawinan, yaknmembinarumah tangga yangejahteradan kekal

yang berdasarkarKetuhanan Yang Maha Esa. Jika alasan tersebut

 Atik Wartini, AiPol i gami : Dari F-ugtaméamajayumaPer undang
Studia IslamikaVol. 10, No.2,(2013: 238.10.24239/jsi.v10i2.29.23268
% Kompilasi Hukum IslamPasal 57
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terjadi pada suami istri, maka rumah tangga tersebut bisa diduga tidak
dapat membangunrumah tangga yang harmonisngwaddahdan
rohmal).®

Alasanalasantersebutkemudianbersifat fakultatif dan bukan
bersifat imperatifkumulatif. Maksudnya salah satu dari hal itu
ditetapkan sebagailasan permohonan poligami ke pengadilan dan
permohonan dapat mendukung asain permohonannyadapat
dikabulkanuntuk beristri lebih dari seorang oleh pengadilan

2) Syarat-syarat Berpoligami

Syarat lainnya yangharus dipenuhi dalam poligamiyakni
syaratsyarat berpoligami yang terdapat pada Pasal 5 UU Perkawinan
menyatakan Dapat mengajukan permohonaya ke pengadilan,
sebagai halnya ditujukan dalam Pasal 4 ayat ufidangundang
tersebut wajib dipenuhi syarayarat sebagi berikut:

a) Adanya persetujuan istri/ististri.

b) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin

keperluan hidup isteisteri dan analanak mereka.
c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlallil terhadap
istri-istri dan anakanak merek&®
Jikaistri/istri-istrinya tidakdapat dimintai persetujuannya dan

tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidakadgak

67 Ahmad Muzakki,Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Isldrisan AFHal,
Vol. 10, No. 2 (2016)362.

® Amiur Nuruddin, Azhari Akmal TariganHukum Perdata Islam di Indonesia Edisi
Revisj (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) 132.
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s&kurangkurangiya ialah dua tahun dari istrinya, atabisa karena
alasanyang lainnya dan perladanyapenilaian dari pengadilan, maka
persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami
3) Prosedur Berpoligami
Pada pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 yaiemuattentang
AApabi | asuamidertnjuamugtuk beristri lebih dari seorang,
maka ia harus menggukan permohonan secara telulkepada
pengadPdsa n56 . Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
menetapkan sebagai berikut:
a) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orahgrus
mendapat izin dari Pengadilan Agama
b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1)
dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatuandal
Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
c¢) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga
atau keempat tanpa izidari Pengadilan Agamdidak
mempunyai kekuatan huku®.
Selanjutnyadalam Pasal 57 disebldan, Pengadilan Agama
hanya merberikan izin kepada seorang suami yamendakberisteri
lebih dari seorang apabila:

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebasjairi.

%9 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal TariganHukum Perdata Islam di Indonesia Edisi
Revisj 134
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b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan.

c) Istri tidak dapat melahirkan keturun&h

Setelah menerima permohonan izin poligami, Pengadilan

Agama memeriksa:

a) Ada atau tidaknya alasan yang membolehkan suami
kawin lagi (Pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti
Pasal 57 KHI di atas.

b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan
lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan
persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di
depan sidng pengadilan.

c¢) Ada atau tidaknya kesanggupan suami untuk menjamin
kebutuhan hidup ististrinya dan analanaknya, dengan
meperlihatkan:

(1) Surat keterangan pghasilan dari suami yang
ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja,

(2) Surat keterangan pajak penghasilan,

(3) Dan surat keterangan lainnya yang dapat diterima

oleh pengadilaf*

0 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal TariganHukum Perdata Islam di Indonesia Edisi
Revisj 135.

"™ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal TariganHukum Perdata Islam di Indonesia igd
Revisj 133
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Pasal 58 ayat (2) KHI, dengan tidak mengurangi ketentuan
Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, kesepakatan istri atau istri
istrinya dapatdiajukan secara tertulis maupun lisan, tggka ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan
lisan pada saati persidangaengadilan Agam&

Mengenai sistem pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

a) Dalam melakukan pemeriksaan mengenaihal pada
Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan
mendengar istri yang bersangkutan.

b) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim
selambalambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanya surat peohonan beserta lampiran
lampirannya’>

Jika istri atau istristrinya tidak sedia dimintai persetujuan
sebab ada sesuatu hklin dan tidak bisa menjadi pihak pada
perjanjian, maka di dalam Undatindang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5
ayat (2) menetapkan:

Per®tujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini
tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrifistrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak menjadi pihak dalam

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari-istrinya selama

2 Ahmad Muzakki Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum IsI&64.
3 peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974,
Pasal 42.
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sekurangkurangnya 2 (dua) tahun atau karena setsddab lainnya
yang perlu mendapat penilian dari Hakim Pengaditgbandingkan
juga dengan Pasal 58 KHI). Akan tetapi, jika Pengadilan berpendapat
bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebihsgarang,
maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk
berpoligami (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975).

Sehinggasuatu persetujuan tidak diberikan dari seorang istri
dan permohonan izin berpoligami, berdasarkan alasan yang diatur
pada Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat
menetapkampemberian izin berpoligami, dan suami atau istri dapat
mengajukan &nding atau kasasi pada penetapan ini apabila setelah
memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan
(Pasal 59 KHI), jika ketetapan hakim yang memiliki hukum tetap,
tidak diperoleh izin pengadilan, dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun
1975,dan teh sebab itu, sebelum adanya izin pengadilan seperti yang
dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai pencatat
dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami kang a
beristri lebih dari seoran(.

3. Teori Tujuan Hukum
Pengertian tujuan hukn adalah untuk menghendaki terciptanya
keseimbangankepentingan, keadilan, ketertiban, ketenteraman dan

kebahagiaan secara lahir dan batin bagi setiap manusia. Perlu diketahui

" UndangUndang No. 1 Tahun 197Fentang Perkawina®asal 5
> Ahmad Muzaki, i Sosi ol ogi Gender: Poligami Prespekt
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bahwa hukum bukan hanya bersifat mengatur tetapi hukum juga bersifat
memaksa bgi setiap anggota masyarakat untuk mematuhi dan juga
menaati peraturaperaturan hukum, sehingga dapat menciptakan
ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian, agar nantinya peraturan
peraturan hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka peraturan
hukum tersebut harus sesuai dengan @&®s keadilan hidup di dalam
masyarakaf®

Menurut Gustav Radbruch, dalam karyanya yahbgrjudul
Einfuhrung in die rechtswissenschaftém mengungkapkan bahwa hukum
memiliki tiga tujuan yaitu yang pertamkeadilan Gerechiigkeif) kedua
kepastian hukum (Rechtssicherhgit dan ketiga, kemanfaatan
(Zweckmassigksif’ Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum
terdiri dari tiga aspek utama, yakni kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan. Ketiga unsur ini harus berjat@tara berdampingan dan
harus saling mendukung. Jika penegakkan hukum hanya fokus pada unsur
kepastian hukum saja, maka unsur lainnya mungkin akan terabaikan. Oleh
karena itu, ketiga unsur tersebut perlu diterapkan secara seimbang
walaupun hal tersebut texdang tidak mudah untuk diwujudk&rBerikut

ini adalah pengertian dari teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch:

® C.S.T. Kansil,Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indoneglakarta: Balai
Pustaka, 1986), 401.

"Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan,
Hukum Mel al ui Konstruksi Buenal £ie@ido:aJurnalPMesgenaii vi s me |
DasarDasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan llmu Hukuyfol. 1, no. 1 (2019): 14.

® Adam Prima Mahendr a, fiMedi asi Penal Pada Tahaj
Keadilan Restoratif 6 J u r nDiction, Yal. 8,in@ 4 (2020): 1154.
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a TeoriKeadilanHukum

Menurut Gustav Radbruch dalam karyar8tatutory Law and
Statutory Lawlessneskeadilan (Gerechtigkei ditempakan sebagai
nilai utama dari dua nilai lainnya. Penempatan keadilan sebagai nilai
utama juga bahkan ditegaskan dalam dokumen hukum di beberapa
negara seperti di dalam Pembukaan Konstitusi Jerman yang
menyatakan bahwa kesejahteraan, pembangunan, kesetdaaan
keadilan merupakasupreme valuesHukum atau aturan yang tidak
didasarkan pada nikailai moralitas dianggap sebagai hukum yang
cacat. Moralitas yang dimaksud oleh Radbruch dalam pembahasannya
mengenai hukum adalah keadilan. Dinyatakan pula bahwatupain
akan kehilangan hakikatnya sebagai hukum apabila tidak di dasarkan
pada nilai keadilan sebaghk idea of law®

Menurut Radbruch, suatu peraturan perundamgangan sudah
sepatutnyalah didasarkan pada nilai keadilan, karena suatu peraturan
perundag-undangan yang tidak adil akan menyebabkan penegakan
hukum di masyarakat tidak menghasilkan ketidakadilan pula.
Pernyataan Radbruch ini juga menunjukkan bahwa bagi Radbruch
hukum sudah sepatutnya senantiasa dikaitkan dengan moralitas
termasuk  keadilaf® Radbruch menyatakan bahwa peraturan
perundangundangan yang tidak didasarkan pada keadilan akan bersifat

sewenangvenang sebagaimana yang terjadi pada masa Nazi. Radbruch

" Muh.Afif Mahfud, Buku ajar Pengantar limu Hukynm{Semarang: Yoga Pratama,
2024), 37.
8 Muh.Afif Mahfud, Buku ajar Pengatar llmu Hukum 38.
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menempatkan keadilan sebagai kriteria dalam menentukan suatu
peraturan perundangndaman yang bernilai hukufit.
b. Teori Kepastian Hukum

Nilai dasar lainnya bagi Radbruch dalam hukum adalah
kepastian hukumréchtssicherhejt yang terkait dengan pembuatan
hukum positif dan pelaksanaannya. Dinyatakan pula bahwa hukum
membutuhkan ketegasaprediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban
dan keamanan dapat tercipta. Menurut Radbruch adanya peraturan
perundangundangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya
peraturan perundangndangan karena daip menciptakan kepastian
hukum®?

Pada dasarnyaerdapat beberapa elemen yang menyusun

kepastian hukum, diantaranya adalah:

1) Knowability artinya peraturan tersebut dapat dipahami oleh
masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi hukum dan
sosialsasinya menjadi sangat penting

2) Reliability artinya hukum menjadi instrument yang berkaitan
dengan hathak dan kebebasan dasar manusia. Oleh sebab
itu, masyarakat sudah sepatutnya mengetahui ketika terjadi
perubahan hukum karena berkaitan dengan pemenuhan

haknya.

8 Muh.Afif Mahfud, Buku ajar Pengantar llmu Hukyra0.
8 Muh.Afif Mahfud, Buku ajar Pengantar llmu Hukyri5.
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3) Calculability artinya peraturantersebut dapat membuat
subjek hukumnya melakukan prediksi terhadap suatu
tindakan dan konsekuensi hukumfiya.

Kepastian hukum sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni
kepastian hukum subjektif dan kepastian hukum objektif. Kepastian
hukum objektif berkaitandengan stabilitas dari peraturan hukum
tersebut sedangkan kepastian hukum subjektif adalah kepastian hukum
yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perunddaggan
serta kepatuhan masyarakat terhadap huium.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Radbruch menyakan bahwa selain keadilan dan kepastian
hukum terdapat juga nilai dasar lainnya dalam hukum yakni
kemanfaatan z{veckmassigkegit Kemanfaatan terkait dengan tujuan
tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat dangughc benefit
atau kemanfaatan plik. Dalam tulisannya yang berjudfive minutes
in legal philosophy Radbruch mengemukakan pendapatnya bahwa
recht ist, was dem Volke nutgaitu hukum merpakan kepentingan
masyarakatlni berarti kemanfaatan di dalam hukum tercipta apabila
kepentingammasyarakat itu tercipfg.

Tujuan itu baik tujuan yang bersifat individual, kolektif dan juga
work values Kepentingan individual merupakan kepentingan masing

masing orang. Kepentingan publik adalah kumpulan dari kepentingan

8 Muh.Afif Mahfud, Buku ajar Pengantar llmu Hukur8.
8 Muh.Afif Mahfud, Buku ajar Pengantar llmu Hukyra9.
% Muh.Afif Mahfud, Buku ajar Pengantar llmu HukurB0.
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individual. Dalam hal ini, kepdimgan publik akan tercapai apabila
setiap masyarakat mendapat haknya dan juga kesetaraan akses. Adapun
kepentingarwork valuesterkait dengan pengakuan dan perlindungan

karya masyarakat baik berupa karya fisik maupun intelefual.

8 Muh.Afif Mahfud, Buku ajar Pengantar llmu Hukurb1.



BAB Il
METODE PENELITIAN
Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendegdkebenaran
ilmiah, penelitian tentanfAnalisis Putusamiakim Tentang Izin Poligami Karena
Suami Mengharapkan Anak Lakaki Perspekf Hukum Islam (Studi Putusan
Nomor. 3066/Pdt.G/2024/Pa.dr)dapat dipertanggung jawabkan. Maka metode
penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:
A. Jenis dan Pendektan Penelitian
Penelitian inimenggunakan jenipenelitian hukum normatif atau
yuridis normatif.Penelitian hukum normatifggal researchyakni sumber
bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perunoelangan,
keputusan/ketetapan pengadilan, teloukum, dan pendapat para ahli
hukum. Penelitian hukum normatif jughiasa disebut denggmenelitian
kepustakaan atau studi dokumeRada penelitian hukum normatif
ditujukan pada peraturgreraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat
erat hubunganya dgan kajian pustak@ibrary research) Sehingga objek
yang akan ditelitinantinya ditinjaumenggunakan bahan tertulis seperti
buku, jurnal dan dokumen lainnya yang relevan dengan judul skrip4i ini
Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan bebepmgpai&atan
penelitian guna menggali informasi yang relevan. Adapun jenis

pendekatan penelitian yang digunakiam penelitian inyakni:

8 Muhaimin, Metode Penelitian HukuifMataram: Mataram University Press, 2020), 45
46

60
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1) Pendekatan Perundangindangan $S$tatue Approagh Penulis
menggunakan pendekatan ini dikarenakan objek yang akan diteliti
adalah berbagai aturaturan hukum yang menjadi fokus sentral
penelitian®® Penelitian ini menganalisimengenalUndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islgeng berkaitan
dengan penelitan penulis.

2) Pendekatan KasusgseApproacl). untuk megetahui bagaimana
penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik
hukum. Bagaimana menelaah kaskesus yang telah menjadi
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap®® Kemudian, kasu&asus yang telah ditetapkan sebagma
yang dapat dilihat dalam perkaparkara yang menjadi fokus
penelitian. Putusan yang digunakan penulisyakni mengenai
perizinan poligami pada objek penelitian, yaitu putusan Nomor:
3066/Pdt.G/2024/Pa.Jr.

3) Pendekatan Konseptual copceptual approagh Pendekatan
penelitian ini diterapkan dalam rangka untuk menggali data isu
hukum dalam suatu penelitian hukdmPenulis mencari latar
belakang yang mendasari terjadinya isu hukum dan merumuskan
konsep serta asas hukum yang berkaitan dengan penelittian yang

sedang diteliti

8 Jonaedi Effendi, Johnny IbrahinMetode Penelitian Hukum Normatif ddmpiris,
(Depok: Prenada Media Group, 2016), 132.

8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukuys7.

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukuys7
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B. SumberBahanHukum

Berdasarkammetode pengambilan datgenis bahan hukum yang
digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer
Data primer disebut juga sebagai dasfi atau data yang

terbaru Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah

putusanpengadilan agama Jember Nomor: 3066/Pdt.G/ER4r

tentangputusanzin Poligamj Al-Qu r 6 aldadidd a n

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan datagyantara lain

mencakugkaryakarya tulis ilmiah yang kaitanya dengan penelitian

ini mencakup Undan@yndang, Kompilasi Hukum Islambuku

buku tentang hukum termasuk skripstesis, jurnal hukum,

penelitianterdahulu yangerkait tentangpoligami.

C. Teknik PengumpulanBahan Hukum

Dokumentasimemiliki definisi yakni teknik pengumpulan data
yang digunakan penulis dalam penelitian ini.Penelitian dengan
dokumentasi ini ialah mempelajatan mengkaji datadata seperti buku,
jurnal, skripsi dan tesiyangberhubungarmdenganbahan hukunPutusan
Nomor: 3066/Pdt.G/2024/PA.JrDokumen yangmenyesuaikanpada
berkastertulis adalah asal dastudi dokumentasi. Penelithenerapkan

metode dokumentasi untukembandingkarnalhal tertulis seperti buku,
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dokumenjurnal ilmiah, tesis, skripsi,keputusan, dan sebagainya yang
berkaitan dengan berkas perk&atusanNomor 3066/Pdt.G/2024/PA. Jr
tentang Izin Poligami*

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini ialah menggunakananalisis

deskriptif yaitu suatu ntede untuk menganalisis dan memecahkan
masalakhmasalahterbaruberdasarkan uraiamaian yangditemukanpada
hasithasil penelitian ini, berbentuk datadata dan bukidbuku yang
berhubungandengan topik yang sedang dibahaBujuannya untuk
menghasilkantemuan, data dari buku perpustakaan atau jurnal hukum
lainnya diteliti dan dianalisis kembalf. Penelitian menggambarkan
putusan atau penetapan hakiPengadilan Agama Jember Nomor
3066/Pdt.G/2024/PA. Jr tentang lzin Poligami, setelah itu penelitan
menguréan dari putusanzin poligamiyang dikaitkan dengan Undang
undang Nomofd Tahun 1974 tentang Pekawin&omplasi Hukum Islam
fikih dan teori tujuan hukum

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahaptahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang
harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tatetpap penelitian:
1. Pra penelitian

a. Menentukan judul penelitian

°1 Rifai Abubakar Pengantar MetodologiPenelitian, (Yogyakarta Suka Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021) 132.
%2 peter Mahmud Mawuki, Penelitian Hukum(Jakarta: Prenada media, 2017), 213.



64

b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan
latar belakag dan fokus penelitian
c. Membuat proposal penelitian
d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian
terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul
e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing
2. Penelitian
a. Memahmi latar belakang dan tujuan penelitian
b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
c. Melakukan analisis data
d. Menarik kesimpulan
3. Pasca Penelitian
a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
b. Melakukan revisi
c. Melaksanakanjian akhir skripsi

d. Melakukan penjilidan



A.

BAB IV
PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor
3066/Pdt.G/2024/PA.Jr tentang Permohonan izin Poligami

Huzaemah TYanggo mengutip data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
perihal jumah lakiaki dan perempuan. Menurut datang beliau peroleh
dari kedua lembaga tersebut, dijelaskan bahwasannya jumldbka&D,2
persen dan perempuan 49,28 persen dari keseluruhan jumlah penduduk
Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini jumlaHdakdi
Indonesia masih lebih banyak dibanding jumlah perempuan. Namun perlu
diketahui beliau menyebutkan bahwa dari 4)28sen data perempuan di
Indonesia sebagian besar didominasi oleh janda yang ditinggal cerai atau
mati oleh suaminya, sehingga beliau menyarankan apabila ingin
melakukan poligami sebaiknya dengan para janda. Hal tersebut
dikarenakan angka kematian Héki lebih tinggi dibandingkan
perempuan. Hal tersebut didasarkan pada data yang diungkapkan oleh
Badan Pusat Statistik 2019 bahwa angka harapan hidufakalsekitar
69,44 tahun, sedangkan perempuan 73,33 t&hun.

Kaitannyadengan poligami, putusan izin pmi dengan Nomor

Perkara 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr dalam memutus perkaperdidangan

fAiPol i gami Dal am Ti mbangan Magashid Sya®Bliah Dan

Mikraj:

%Al di wa Ami ku AhsanudAmal a, Ahmad Ryan Hidaya

Jurnal  Studi Islam dan Humaniorg Vol. 5, No. 2 (2025): 145

https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6722
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Pengadilan Agama Jember yang bertanggung jawabpataberianizin
poligami harus memiliki landasan hukum pertimbangayang dapat
dijadikan dasar pengambilan keputusamuannya untuk berlaku adil
terhadappihakpihak yang berkepentingadan tidak merasa dirugikan
nantinya.

Secara umum, kompetensi peadilan dalam mengadili suatu
perkara dapat dibagi menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu kompetensi
absolut dan kompetsn relatif. Dalam lompetensi absolut berkaitan
dengan yurisdiksi pengadilan, yang ditentukan berdasarkan jenis kasus
yang diajukan untuk diadili. Di sisi lain, kompetensi relatif melibatkan
kewenangan pengadilan untuk menangani kasus dalam -dadises
geogafis dan yurisdiksi yang ditentukh.

Mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim telah memeriksa
dengan cermat dan tegas kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Agama
Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh
Pemohon. Sehingga Hmi didasari dengan bukbukti yang yang jelas
bahwa Pemohon dan Termohoerdomisilidi wilayah Kabupaten Jember,
yang merupakanbagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember.
Dasar pembuktian untuk pernyataan ini berakar kuat pada bukti P.1, yang
memuat diantaranya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti

P2, yang merupakan fotokopi KTRefimohon™

% zainal Asikin,Pengantar T&a Hukum IndonesigRajawali pers, Jakarta, 2013), 274
% putusan Pengadilan Agamiember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin
poligami, 7
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Dalam dalil permohonannya, atas uama Pemohon mengajukan
permohmamya yakni Pemohon beginginan untuk melangsungkan
pernikahan dengaistri kedua (poligami) dengan seorang waram
sebagabakalcalon istrnya. Pemohorsangat menginginkaanak lakilaki
dari pernikahan keduanyarena dalam pernikahan antara Pemohon dan
Termohon dikaruniai dua anak perempuahkibat hasrat seksual
Pemohon yang tinggi membuat Termohon tidak maraptuk memenuhi
kebutuhan biologisnya.

Kemudian antara Pemohon dan calon istri kedua telah
melangsungkamerkawinansirri pada tahun 200€ihadapan wali nikah
Haryono dihadiridua saksi yakni Sanibin dan Toyyiimeninggal) dengan
mahar Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tundan kemudian
dalam perkawinannydikaruniai 4 orang anak.

Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila
Pemohon ingin menikah lagi dengan caldstri yang keduaseta
Termohon bersedia untuk dimadu oleh Pemohon. Pemohon juga
menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan-igtri dan anak
anaknya karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan
ratarata Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah) hingga Rp..260.000-

(lima belas juta rupiah)Pemohon juga sanggup untuk berlaku adil

terhadap istristri dan analanaknya’®

% putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.GRAZ4/ Tentang izin
poligami, 3.
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Calon IstrikeduaPemohon juga tidak akan mmengganggu gugat
harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta
bersana antara Pemohon dengan Termohon berupa: Sebidang tanah
berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4050, Surat
Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m?, atas nama:
Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupeteier]
Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak | dan sebidang
tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4051,
Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982 m?, atas
nama: Termohon, Kelurahan Gebang, KedamaPatrang, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, kemudian diebmenjadi atas nama: Anakll.

Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan
saudarekandungsesusuan, begitupun antara Pemohemgen calon istri
kedua Pemohon, kemudian calon istri keBeamohon berstatus janda dan
tidak terikat pertunangan dengan kaki lain juga wali nikah calon istri
kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua.

Pada hari persidangan Pemohon dan Termohon hisidijelis
Hakim berusahaintuk menasehatilan mengpayakan perdamaiaamtara
keduanya namun tidak berhasil, sehingga Majelis Haketalui prosedur
peradilan menyarankanmediasi sebelum pemeriksaan perkaesuai
denganPasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 tentang ProsesetMasi di Pengadilan. Majelis Hakim

% putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.GRAZ4/ Tentang izin
poligami, 4.
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menunjuk Mediator yang telatisetujuikedua belah pihak yaitu H. Luthfi
Helmy, S.H.l. Pada tanggal 10 Juli 202#kan tetapiupaya mediasi
tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetafam prinsipnya untuk
berpoligami®®

Mediasi tidak kunjung disepakati kedua belah pihak maka
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan,
dimana permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan
jawabannya secara lisan yang pada prinsipnya mengakui semua alasan
permohonan dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon
menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri keduaryalam hal ini,
penerimaan harus dianggap sebagdat bukti penuh berdasarkan
ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUHPerdata. Pengakuan
tersebutpengakuan murni, artinya Hakim tidak mempunyai alasan untuk
mencampurpengakuan dari Termohon.

Berdasarkan keterangan Temohon yang sutlahggap Majelis
Hakim dan telah memenui syafsyarat formil dan materil ituligunakan
sebagai alat bukti pengakudPengakuarsebagai alat bukti itmencakup
nilai pembuktian yang sempurn&dlledeg, mengikat Bindenefj dan
menetukan atau memaksdesglisend, dwinggn Dalam persidangan
Majelis Hakim berhak untuknenekankarPemohon drkait membuktian
dalil-dalil permohonanyaintuk menghindanpenyimpangan atunshukum

dan menguatkan daiilalii permohoan Remohon Kemudian dlil-dalil

% putusanPengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin
poligami, 5
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permohonan Pemohon yang telah diajukanagab alat bukti tersebut,
meliputi bukti surat maupunsaksisaksi yang akan MajelidHakim
pertimbangkan

Bahwa Pemohondi persidangantelah mengajukan bukbuki
tertulis berupa P.1 sampailB., adapun bukti P.1, P.2, dan P.4 berupa
fotocopi KTP atas naemPemohon dan Termohon serta calon istri kedua,
selanjutnya bukti P.3 berupa fotocopi Kutipan Akta NikaNomor
70/23/V1/1992 tertanggal 07 Juni 1992 yang aslinya dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember atas nama
pemohon dan tenohon, terhadap P.5 berupa fotocopi kutipan Akta Cerai
calon istri kedua Nomor 905/AC/2009/PA.Jr, tertanggal 20 Maret 2009
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember. terhadap, P.13 fotokopi
surat keterangan dari Pemohon dan Termohon tentang haabeyang
telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, tanggal 11
Juni 2024,Bukti P.1, s/d P.13, tersebut semuanya telah dinasegelen dan
bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan.
Sehingga buktbukti tersebut merupan akta di bawah tangan
sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPefdata.

Selanjutnya Majelis Hakim jugaenyimakketerangan saksiaksi
yang diajukan oleh Pemohon yang telah memenuhi sarat formil sebagai
saksi sebagaimargalam kaidalPasal 144 (1) HIR jo. Pasal 1912 ayat (2)

KUHPerdata dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan

% putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin
poligami, 78
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sejujurjujurnya di depan sidangsesuai dalamketentuan Pasal 1911
KUHPerdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu
sebagaimana ketkran Pasal 144 ayat (2) HIR. Maka Majelisalkim
menyimpulkanketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai alat bukti saksi.

Dua saksiyang memberikan keterangamasingmasing bernama
Sanibin bin Kusrian dan Wendy Ariska bin Bunari telalernmberikan
keterangan di depan sidangsesuai dengan penglihatan dan
pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi tersebut sah sebagai
alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR.
Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapaliwa saksi Pemohon telah
memenuhi syarat materil sebagai saf3i.

Majelis Hakim juga menilaialat bukti keterangan saksi diterima
sebagai alat bukti dalam perkaesjuo karna bukti sakssaksi yang
diberikan Pemohon memenuhi syarat formil dan materil. Beadam
permohonan Pemohon yang didukung oleh termohon, dan dengan bukti
P.1,RP2, dan P.3 serta saksaksi, bahwamerekamenyatakarhubungan
antara pihak layaknya sepestiami istri sah dan kehidupan mereka selama
ini damaidansejahteralengarbukti memilki orangdua anak.

Pengadilan Agama Jember meldh@rtimbangan Majelis Hakim di
persidangan menyatakan bahwa yang menjadi alasan permohonan

Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang calon istri keduanya adalah

1% pytusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin
poligami, 11
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karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemolamg besar, sedangkan
istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya sehingga Pemohon
sering menolak diajak hubungan intim, dari pada Pemohon tergelincir ke
perbuataryang menyimpang agama, maka Pemohon lebih memilih untuk
berpoligami dan Pemohon sidgertanggung jawab akan menikahinya
sesuai dengan bukti P.7.

Termohon di dalam persidangan menyatakan secara lisan
menghikhlaskandan menyetujui Pemohonntuk berpoligamidengan
calon istr keduadengan buktbukti tertulis dan keterangan saksaksi,
sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a)-Undang
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 58 ayatf 1)
Kompilasi Hukum $lam.

Majelis Hakim Menimbang, bahwa berdasarkan fdikda yang
ada dalam persidangan, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan
sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhiasy
sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Ist&h.

Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada

halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10

191 pytusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2824/PTentang izin
poligami, 12
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UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan gngakuan Pemohodalam pengadilanbahwa ia
berjanji akan memperlakukan iststiri dan analanaknya secara adil
sesuaiPasal 5 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahunl1974
tentang perkawinan dan Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 serta Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Fakta ini
diperkuat oleh bukti dan kesaksiBemohorti persidangan.

Kemudian Majelis Hakim menimbandahwa maksud Pemohon
untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat
seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak
sanggup melayaninya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbyetgn
menyimpang agamalaka Pemohomemilih jalan untuk berpoligami, hal
demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana

firman Alllah SWT dalam AlQur-an surat ArNisa' ayat 3%

Artinya: A Ma k a-wanitavlaim yahgakamu senangi tdua,
tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku
adi l maka (kawinlah) seorang saj a
Pertimbangan selanjutnyi®lajelis Hakim terhadap permohonan

ini, bahwa peawinan antara Pemohorengan calon isti kedua

dipandangmendatangkamaslahat bagi kedua belah pihakenjauhkan

192 pytusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin
poligami, 12
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mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik

manfaatHal ini sesuai dengan kaidah:

Artinya: AMenol ak atau menghindar.i m
pada menari k masl ahat o.

Bahwa berdasarkan pertimbangaertimbangan tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi
telah memenuhi alasamanl syarasyarat sebagaimana ketentuan peraturan
perundangaiundangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh
karenanya permohononan Pemohon tersebut dapat dikabulkan

Selanjutnya mengenai harta benda yang diperoleh selama
perkawinan antara Pemohdengan Termohon merupakan harta bersama
yang telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dengamohon,
maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukannya lagi pemeriksaan
setempat descentg hal mana lebih lanjut Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan la¢bukti P.13).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Unalaaiang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Unddagg
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan U+tdizaang
Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani unarkbayar
biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum

putusan ini.
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Majelis Hakim Pengadilan Jember enetapkan bahwa
mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon
untuk menikah lagi (poligami) dengan calon idteduanya, kemudian
Majelis Hakim menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon
berupa: Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No.
01276/Gebang/2021, Luas: 417 m?, atas nama: TemmoKelurahan
Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian
dicoret menjadi atas nama: Anak | dan sebidang tanah berdiri bangunan,
sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl.
28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas829m?2, atas nama:
Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,
Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak Il. Serta
membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 795.000, (tujuh ratus seabilan puluh lima ribu rupiah, dan
membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 795.000, (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiaff.

Dari rangkaian putusan di atas, dapat diketahui bahwa
pertimbangan Mjelis Hakim sangat mempbatikan hakhak dan
kepentingarTermohondan calon istri keduany@eseta anakanak dengan
Pemohon. Majelis Hakim juga mempertimbkag bagaimana kehidupan

setelahpoligami antaraPemohon Termohon calon istri kedualan anak

193 pytusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2824/PTentang izin
poligami, 14.
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anaknya dapatidup layak darbahagia.Pemohorharusdapat menjamin
seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kedua belak pihak, agar
nantinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial d&&dua belalpihak.

Dalam memeriksa, memutuskan dan mengadili suatu perkara,
seorang hakim harus mgedepankan nilalilai sosiologis agar
pertimbangan hukumnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain
itu, hakim perlu mempertimbangkan nilalai hukum yang berlaku di
masyarakat agar nantinya putusannya dapat memberikan keadilan
kepastian, kemanfaat hukum. Hal ini selaras dengan teori tujuan hukum
yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Menurut asumsi penulis pertimbangan hukum Hakim dalam
mengabulkan sekaligus memberikan izin poligami kepada Penuatiam
Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.thlah mencapai suatu tujuan
hukum dengan memenuhi unsur kepastian hukum, unsur keadilan hukum
dan unsur kemanfaatan hukum

Unsur Keadilan Hukum, adalah konsep putusan yang dianggap
adil sering kali sulit dirasakan adil oleh semua pihak yang mengajukan
permohona, karena keadilan bagi satu pihak belum tentu dirasakan
sebagai keadilan olepihak lainnya. Pada dasarnya, sikap adil adalah
menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat dan menjamin apa yang
menjadi hak seseorang kepada yang berhak menerimanya.

Di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor

3066/Pdt.G/2024/PA.Jr, hakim telah memutus sesuai dengan peraturan
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perundangundangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan Majelis
Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohatalam permohonannya
memilki hasrat seksual yanmggi sehingga dari pada terjerumus dalam
tindakan menyimpang dari agamislajelis Hakim mengizinkan untuk
berpoligami.Selain itu, Majelis Hakimmenetapkan harta bersama yang
diperoleh semasa pernikahan antara Pemohon dengan Temohon dengan
tujuan untuk mejamin keadilanhukum bagi Termohon dengan arak
anaknyasetelah putusan innkracht Dan juga bagi calon istri Pemohon
Majelis Hakim mempertimbangkan keadilan mengenai status perkawinan
baginya serta status legitimasi hukum anak hasil perkawinan sigaden
Pemohon.

UnsurKepastian Hukum, merupakan suatu upaya yang dilakukan
untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Dengan adanya kepastian
hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan
dihadapi jika melakukan suatu tindakan hukum. Suatu dtepahukum
harus sesuai dengan peraturan perundemigngan dan didasarkan pada
fakta yang jelas agar dapat menghindari kesalahan dalam memberikan
penafsiran, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Menurut pendapat
Gustav Radbruch, kepastian hukum npakan salah satu hasil dari
hukum, yaitu hasil dari peraturan perundamglangan.

Yang terdapat dalarRPutusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr ini
Majelis Hakim melalui pertimbangannya telah memenuhi unsur kepastian

hukum. Dibuktikan Majelis Hakim memastikarewajiban nafkah yang
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harus diperoleh ististri dan anakanaknya.Majelis Hakim memastikan
bahwa berdasarkan faktakta yang ada dalam persidangan, permohonan
Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2)
Undang Undang Nomor 1 Tahui974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum
Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam.Majelis Hakim juga memastikaRoligami yang dilakukan
oleh Pemohon tidabertentangan dengan Q.S.-Nisa ayat 3. Majelis
Hakim memastikanBahwa antara Pemohon dan calon istri kedua
Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10 Undahipdang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39,
Pasal 40Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
Unsur Kemanfaatan Hukum, yang terdapat dalanputusan
Nomor 3066/Pdt.G/2024/ PA.Jr ini memiliki unsur kemanfaatan hukum
yakni melalui PertimbanganMajelis Hakim bahwaperkawinan anta
Pemohordan calon ist kedua dipandang membawa maslahat bagi kedua
belah pihak. Termohon dan arakaknya mendapatkan haknya dalam
pembagian harta bersama, calon idkedua dan anaknaknyajuga
terjamin hak dan diakuinya status hukukemudianpernikahan antara
Pemohon dan Termohon terhindar dari perceragsiain itu, manfaat
diizinkannya poligami bagPemohoradalah Pemohoakanterhindar dari

perbuatan yang menyimpang dari agama.
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12
Pokok-Pokok PertimbanganMajelis Hakim dalam Teori Tujuan Hukum

No | Pokok-Pokok Keadilan Kepastian Kemanfaatan
Pertimbangan
Majelis Hakim

1. | Majelis Hakim Pemohon Pemohon
menimbang bahwa | mendapatkan terhindar dari
Hasrat seksual izin poligami perbuataryang
Pemohoryang karena menyimpang
sangat tinggi dan permohonan dari agamalan
Termohon tidak Pemohon tidak pernikahan
sanggup memenuhi| bertentangan antara
kebutuhan dengarhukum Pemohon dan
seksualny&hawatir | positif syariat Termohon
melakukan Islam tidak terjadi
perbuatan perceraian.
menyimpang dari
agamamaka Majelis
Hakim mengabulkan
permohonan
Pemohon dan
memberikan izin
untuk poligami

2. | Majelis Hakim Pemohon dan | Kepastiarhak Pemohon
memberikan izin calon istrikedua | dan kepentingar| dapat menikah
poligami melalui dapat Termohon kembali
pertimbangannya | melangsungkan| beserta anaknyg dengan calon
bahwaPermohonan | perkawinan dapatdipenuhi | istri keduanya.
Pemohonelah serta Termohon| dan calon istri | Termohonuga
memenuhi pasal 4 | mendapatkan | serta anak anaknya
ayat 2 UUNo. 1 keadilan anaknya terjamin
Tahun 1974entang | mengenai mendapatkan | hidupnyadan
perkawina juncto | nafkah baginya | legalitas hukum | calon istri
pasal 57 KHI dan beserta anaknyg dari beserta
pasal 5 UUP No.1 dikabulkannya | anaknya
Tahun 1974Dan permohonan izir merdapatkan
Majelis Hakim poligami ini. status hukum
menganggap antara yang sah.

Pemohon dengan
calon istri kedua
tidak ada halangan
perkawinanHal ini
diatur dalanpasal 8,
Pasal 9, Pasalo

UUP No. 1 Tahun
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1974 juncto psal
39, Pasal 40,354
41, pasal 42, pasal
43, msal 44
Kompilasi Hukum
Islam

Majelis Hakim
selama persidangan
menimbang bahwa
Pemohorsanggup
untukberlaku adi
dengan istri dan
anakanaknya.
Sesuai dengaRasal
5 ayat (1) huruf (c)
UUP Nomor 1
Tahunl1974, Pasal 4
huruf (d) PP Nomor
9 Tahun 197%lan
serta Pasal 55 ayat
(2) KHI. Hal ini
dibuktikan dengan
pendapatan
perbulannya. Majelig
Hakim juga
menetapkan harta
bersama antara
Pemohon dan
Termohon yang
telah diatasnamakar
kedua anak kandung

dengan Termohon.

Termohon
mendapatkan
keadilan
mengenai arta
bersama yang
telah
diatasnamakan
kedua anaknya.
Calon istri
keduanya juga
mendapatkan
keadilan
mengenai
nafkah baginya
dan anak
anaknya.

Harta bersama
dipastikan untuk
Termohon yang
telah
diatasnamakan
kedua anaknya.
Calon istri
kedua dan anak
anaknw juga
dipastikan
mendapat
nafkah dari
Pemohon.

Dapat terjamin
kebutuhan
hidup
Termohon dan
Calon istri
beserta anak
anaknya.

B. Perspektif Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara

Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr Mengenai Permohonan Izin Poligami

Pada bab ini, penulis akan menganalisis pertimbangan poligami

oleh hakim Pengadilan Agama Jember berdasarkan hpkgitif. Hakim

telah memutuskan sesuai dengan peraturan perwuhalagngan yang

berlaku. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus keerusah
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mengambil keputusan yangseaditadilnya, tentunya juga harus
memperhatikan ketentuan hukum tertulis dan tidak tertulis sertaniidai
hukum yang ada di masyarakat.

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang
tercantum dalam pasal 4hdangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Unddngdang Nomor 50
Tahun 2009, yang memaparkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwewenang memeriksa, memsit dan menyelesaikan perkgerkara
di tingkat pertama antara orangang beragama Islam dibidang: (1)
Perkawinan, (2) Kewarisan, (3) Wasiat, (4) Hibah, (5) Wakaf, (6) Zakat,
(7) Infag, (8) Shodagoh, dan (9) Ekonomi Syariah. Kewenangan yang
dimaksud memakan kewenangan absotfi.

Mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, ada
beberap&etentuaryang harus diperhatikan Hakim: Pertama, berdasarkan
data di lapangan, poligami terbukti berdampak negatif bagi kelangsungan
hidup keluarga, terutamagi isteri dan ananaknya. Kedua, ada yang
mendukung, ada pula yang menentang keberadaan poligami. Ketiga,
terdapat beberapa kasus dimana alasan permohonan poligami tidak sesuai
dengan yang tercantum dalam peraturan perundadgngan. Keempat,

pelaku mligami banyak berasal dari golongan ekonomi menengah ke

104 A Mukti Aarto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Aganiéogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), 1
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bawah. Kelima, banyak orang yang bertindak di luar Pengadilan
Agama’®®

Dalam hukum positif,orang suami yang ingmenikah lebih dari
seorang ist harus mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama
setempat agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga kewajiban dan hak
dari suami isteri tersebut dapat terpenuhdapun syarat yang harus
dipenuhi meliputi dua yakni syarat alternatif dan syarat kumulatif

Mengenai syarat alternatif diatur dalam paPalsal 4 ayat (2)
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum
Islam.
syarat alternatif meliputi:

a. lIstri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badaatau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturundh.

Dalam putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr Majelis Hakim
terlebih dahulu memeriksa alasalasan yang digunakan Pemohon dalam
memutuskan perkara poligami tersebualdn hal ini suami mengajukan
permohonan izin poligami sapaimana telah dibenarkan olebrihohon
adalah dikareriaan menginginkaranak lakilaki dari pernikahan keduanya

dengarcalon isterikeduanya

105 Agus SunarypPoligami di Indonesia (Sebuah Analisis Norm&ifsiologis),Jurnal
Pusat Studi Gender Stain Purwokert®l. 5 No. 1(2010), 143167
1% K ompilasi Hukum Islam, Pasal 57.
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Majelis Hakim menimbang bahwa maksud Pemohon untuk
menikah lagi tersebut dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat
seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak
sanggup melayaninya, dari pada Pemohon tergelincir ke parbyang
menyimpang agama makarmohon memilih jalan untuk berpoligam
Dengan demikian dalil permohonan yang kemudian menjadi pertimbangan
Majelis Hakim karena Termohon sering menolak diajak untuk
berhubungan seksual dengan Pemohon menjadi salah satu syarat alternatif
pada huruf a bahwa istri tidak dapat melakukan kewajipa sebagai
istri. Hal demikianini sesuai dengan kaidadyarat alternatifatau syarat
yang harus dipenuhi minimal saintukberpoligami

Selain syarat alternatif yang harus dipenuhi terdapgdrat
kumulatif yakni diatur dalam pasal 5 Undakmdang Nol Tahun 1974
Syarat kumulatif meliputi:

a. Adanya persetujuan dari istri/isistri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan

hidup istriistri dan analanak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri

dan anakanak merekd®’

Maka jika disesuaikan dvdasarkan fakta dipersidangan yang

menjadi bahan pertimbangan Majelis Halbhahwa:

197 yndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.
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a. Pemohon mendapatkan izin poligami dari Termohon, dan
termohon bersedia untuk dimadiibuktikan secara lisan dalam
persicangan.

b. Pemohon menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan istri
istri dan anakanaknya karena Pemohon bekerja sebagai
wiraswasta dan berpenghasilan +att Rp. 10.000.000,
(sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000ma belas juta
rupiah). Sehingg Majelis Hakim menilai bahwasannya
Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan skhsristri
istri dan anakanaknya kedepan..

c. Berdasarkan gngakuan Pemohodalam pengadilanbahwa ia
berjanji akan memperlakukan iststri dan analanaknya secara
adil. Majelis Hakim menetapkan bagian harta bersama bagi
Termohon yang telah diatasnamakan kedua anaknya sebagai
bentuk keadilan Pemohon kepada Termohon dan-anaknya.

Dan jaminan nafkah bagi calon istri serta anakknya juga.

Syarat kumulatif yang memilikpengertian syarat yang harus
dipenuhi semua bagi Pemohon poligami di Pengadilan Ag&wmizlah
menganalisis antara pertimbangan hakim dalam putusan dengan Pasal 5
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya keduanya saling
berkesesuaian. Sehingga dendg@dua syarat ini yakni syarat alternatif
dan syarat kumulatif yang saling berkaitan dan tidak bertentangan dengan

UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis
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Hakim menetapkan izin poligami dan memberikan izin kepada Pemohon
untuk menkah dengan calon istri keduanya.

Selan itu, hal yang mendukung digmehkannya poligami
menurut hukum positif adalah Pemohdalam mengajukan permohonan
poligami bahwa antara pemohon dan calon istri kedua tidak terdapat
hubungan darah atau nasab yangrdihg untuk menikah menurut hukum
dan agamaHal ini diatur dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UUP No. 1
Tahun 1974 juncto pasal 39, Pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal
44 Kompilasi Hukum IslamPemohon dan calon istri kedua bukanlah
keluarga dekatseperti saudara kandung, sepupu, atau kerabat yang
termasuk dalam garis keturunan yang diharamkan untuk menikah
berdasarkan ketentuan agama Islam maupun hukum negatzerarti
bahwa pernikahan poligami yang akan dilaksanakan tidak menyalahi
aturan laragan menikah dengan mahram atau keluarga sedarah, sehingga
secara hukum dan agama pernikahan ini diperbolehkan.

Majelis Hakim dalam menjalankan kebijakannya memiliki
kebebasan untuk membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan
perbedaan pendapat, berdasarkan pertimbangan hati nurani dan keadilan
substansial. Selaras dengan kaidatkkmul hakim yarfa'ul khilafaitu
putusan hakim yang mengikat dan menghilangkan perselisihan. Sifat dari
putusan hakim tidak dapat lagi diganggu gugat dan tidak dapat pula

menempuh jalur hukum yang lainnya.



86

Jika ditinjau @lam fikih mengenai permohonan poligami dalam
puutusan Nomor 3@Pdt.G/2024/PA.Jsaling berkaitan dengan hukum
positif. Menurut pendapat dar i i mam kal angan
Hambal i yah: Aseseorang tidak dianjurk
yangjelas karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada
yang haram (ketidakadilan). Bagi kalangan hanafiyah praktik @wlig
hingga empat ist diperbolehkan dengan syarat aman dari kedzaliman
(ketidakadilan) terhadap salah satu istrinya. Jika ia tidak dapat memastikan
keadilannya, maka ia harus mendsa diri yatu dengan monogami
Dalam situasi ini alasan dari PemoHhmerpoligamiyaitu karenalermohon
atau istri tidak mampu memenuhi hasrat seksualnya umbgknpunyai
anak lakilaki. Kemudiandalam dalil permohonafPemohon Pemohon
juga menjamin hakak dan kepeirigan istri dan anaknaknyaagar
terhindar dari sifat dzalim (ketidakadilatf}
Sedangkarkeadaarkeadaandiperbolehkannya poligamnenurut
al-Maraghi adalah: Ptama, apaila sorang suami berigt dengan
seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan adalk, K
bila istri mencapai usia tudan mencapai umwr a 0 i(tislek haid) lagi,
dan sanggupia memberi nafkda kepada lebih dari seorangristKetiga,
demi terjaganyakehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas

seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligdedangkamalam

198 Nurlaila Harun, Analisis terhadap Putusan Hakim PA Bitung tentang Poligami dengan
alasan Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban 1md Jourrsalhoglslamic Law and Economic
Vol.2, No. 2 (2022): 151
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kasus poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Jember, malaud
tujuandari Pemohomerpligami agr terhindar dari perilaku zir&®

Menurut Abduh, kondisi sekarang sudah berubah. Poligami justru
dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para
istri dan anak. Efek psikologis bagi arakak hasil pernikahan poligami
sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikanang kasih sayang, dan
dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka
berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat
adil. Pada akhir tafsirnya, Abduh mengatakan dengan tegas poligami
haramqg a t kdrena syaat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak
mungkin dipenuhi manusidika pendapat Abduh dikaitkan dengan kasus
poligami antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah mengikhlaskan
Pemohon untuk menikah kembali dan menjamin-lalk Termohon juga
an&-anak dari Termohorterbukti sebagian aset antara Pemohon dan
Termohon telah diatasnamakan kedua anak perempu&finya.

Dapat disimpulkan bahwasanya poligami tidak serta mutlak
diperbolehkan dalam Islam. Melainkan perbuatan poligami akan membuat
diri seseorag merasa ribet karena adanya syayatrat berat yang harus ia
penuhi, serta poligami juga akan membulkan banyak mafsadat dalam
rumah tangga. Apalagi pada hakikatnya poligami yang dilakukan

Rasulullah SAW, sematsemata karena untuk menyiarkan agama Islam

199 | jsanatul Layyinah,Poligami dalam Perspektif Hadigurnal EFNubuwah: Jurnal
Studi Hadis Vol. 1, No. 1 (2023): 21
119 isanatul LayyinahPoligami dalam Perspektif Hagli23-24
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demi menciptakan kemaslahatan bukan semsaata karena kebutuhan
biologis.

Hal ini juga didukung degan pendapat Fagihuddin Abdubdir
bahwa Rasulullah SAW menganjurkan pernikahan monogami.
Menurutnya, pernikahan dengan sistem monogami adalah peanikahg
akan membuahkan bahtera rumah tangga yakinah, mawaddaklan
warohmah Dengan begitu, lakaeki tidak semenanena lebih
mementingkan hawa nafsuya dari pada kewajibannya terhadap istrinya.

Dalam hal ini, beliau berlandaskan pada bunyi ayaQ@i an s-ur at

an

Ni sad ayat 129. Di ma nkepadayakidki ubtikr s e b ut

lebih memprioritaskan kehahtiatian dalam mendahulukan keadilan bukan
hawa nafsunya. Karena, saat ini realitanya bersikap adil sesama istri sangat

sulit untuk dipraktekkan'*

96.

11 Fagihuddh Abdul Kodir, Memilih Monogami(Yogyakarta: Pustaka Pesanten, 2005),



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan izin poligami
Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr, di mana dalam putusannya Majelis
Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dan memberikan izin
kepada Pemohon untuk menikah kembali dengan calon istri keduanya
telah sesuai dengan teori tujuan hukum, yakni:
a) Unsur keadilan hukum, yang di maMajelis Hakim menetapkan
izin Poligami kepada Pemohon dengan memperhatikan hak dan
kepentingan dari Termohonbeserta anaknaknya dengan
menetapakan pembagian harta bersama kepada TermBhgn
calon istrinya mendapatkan status sah dari pernikahan sirrinya serta
anakanaknya dapat diakui oleh hukum.
b) Unsur kepastian hukum, yakni keputusan Majelis Hakim didasarkan
pada ketentuan hukum yang jelas. Yaitu berdasadé&tantuan Pasal
4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana
ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
juncto Pasal 8 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan pernikahan
antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada halangan yang

melarangnya, diatur dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UUP No. 1

89
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Tahun 1974 juncto pasal 39, Pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43,
pasal 44 Komilasi Hukum Islam.

c) Unsur Kemanfaatan Hukunyang terdapat dalarputusan Nomor
3066/Pdt.G/2024/ PA.Jr yakni perkawinan antara Pemohon dan
calon istri kedua membawa maslahat bagi kedua belah pihak.
Termohon dan ana&naknya mendapatkan hakngari pembagian
harta bersama, calon istri kedua juga terjamin hak dan diakuinya
status hukum, sehinggegkan banyalhakhak suamistri dan anak
anak tetap terlindungi, sementgrarnikahan antar®emohondan
Termohonterhindar darperceraian

2. Perpektif Hukum Positif Terhadap putusanakim dalam perkara izin
poligami Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.t@éntang izin poligamyaitu:

a) Memenuhi salah satu syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4
ayat (2) UndangJndang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57
Kompilad Hukum Islam. Termohon sering menolak diajak untuk
berhubungan seksual dengan Pemohon menjadi salah satu syarat
alternatif bahwa istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai
istri.

b) Sesuai dengan syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi seorang
yang ingin berpoligami, diatur dalam pasal 5 Und&hgdang No. 1
Tahun 1974. Pemohon mendapatkan izin poligami dari Termohon,

Pemohon menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhaisistri
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dan anakanaknya dan Pemohodalam pengadilan berjanji akan
memperlakuln istriistri dan analkanaknya secara adil.

c) Perkawinan antara pemohon dan calon istri kedua tidak terdapat
hubungan darah atau nasab yang dilarang untuk menikah menurut
hukum dan agamaddal ini diatur dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10
UUP No. 1 Tahun 1B4 juncto pasal 39, Pasal 40, pasal 41, pasal 42,
pasal 43, pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

d Sel aras dengan pendapat dar i i mam
Hambaliyah: seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa
alasan yang jelas karena praktik galini berpotensi menjatuhkan
seseorang pada yang haram ketidakadilan, Dalam hal alasan
Pemohon berpoligami yaitu karena Termohon atau istri tidak mampu
memenuhi hasrat seksualnya dan menjaminhakdan kepentingan
istri dan anakanaknya.

e) Saling berkeseiaian antara hukum positif dengan fikylakni
Pendapat ulama-#aragi dan Muhammad Abduh bahwa keduanya
mengedepankamilai keadilan bagi istristri dan anakanak dari
Pemohon.

B. Saran
Dalam akhir enelitian ini, izinkan peneliti memberikan beberapeas
penting yang perlu diperhatikan dan diingat agar dipergunakan dengan

benar:
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Kepada para pegiat hukum, akademisi, dan praktisi hukum,
diharapkan untuk terus aktif mensosialisasikan hukum perkawinan
tanpa henti. Meski sebagian masyarakat sudah mengetahui aturan
hukum perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang
cenderung mengabaiknya. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk
memberikan pemahaman yang lebih baik sekaligus 87 meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum
perkawinan.

Bagi seluruh masyarakat, agar selalu mematuhi peraturan hukum
yang berlaku darharus mempertimbangkan seluruh konsekuensi
akibat hukum yang akan terjadi. Sebagai contoh dalam kasus
putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/ PA.Remohon yang hendak
mengajukan permohonan poligami jangan hanyanuruti hawa
nafsu atau keinginamya Harus dipertimbangkamdengan matang
dengan penuh kehati-hatian dan pastikan memenuhi persyaratan
yangsudahdijelaskandalamhukum positifdankaidah hukum Islam
Karena haldemikian ini akan sangat mempengaruhi keberadaan

keluarga dan orangrang yangedrkait didalamnya.
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PUTUSAN
Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan
Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara izin Poligami yang
diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 3509202505720010, umur 52 tahun, agama lIslam,
pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam
hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Tri Lutfiana Nur Aini, S.H.

2. Dodik Puji Basuki, S.H., M.H.

Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat “Tri Lutfiana

N, S.H & Rekan” berkantor di JI. Supriyadi No. 114, Patemon,

Pakusari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 22 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Jember Nomor 3474/adv/2024 tanggal 20

Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, NIK: 3509204607730001, umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl.,
Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi
di muka persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024

dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah

Register Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr. tanggal 20 Juni 2024 telah
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mengajukan permohonan izin Poligami dengan mengemukakan hal-halnya

yang setelah mengalami perubahan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 07 Juni 1992 telah melangsungkan
perkawinan secara sah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten
Jember Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor: 70/23/V1/1992, tanggal 07 Juni 1992.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kasuari Lingkungan
Kedawung Lor, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Gebang, Kecamatan
Patrang, Kabupaten Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selama pernikahan
tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

2.1 ANAK I,
2.2 ANAK I,

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang
perempuan bernama: CALON [STRI, Tempat tanggal lahir: Jember, 27-
121987, Agama: Islam, Pendidikan: - Pekerjaan: Industri,
Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Rasamala Perum Rembangan
Hill, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai "calon istri kedua Pemochon
(CALON ISTRI)"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Patrang Kabupaten
Jember, Jawa Timur.

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan jjin poligami ini karena
Pemochon sangat berkeinginan agar memiliki anak laki-laki, karena dari
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) anak yang
semuanya perempuan, Selain karena libido/hasrat seksual Pemohon cukup
besar sehingga Termchon sudah tidak sanggup lagi melayani
kebutuhan seksual Pemohon, akibatnya Termohon sering menolak saat

diajak hubungan intim layaknya suami isteri. Oleh karenanya Pemohon
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sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma
agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

5. Bahwa apalagi antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yakni
CALON ISTRI, kini telah melangsungkan nikah sim pada tahun 2009,
dihadapan wali nikah HARYONO orang tua kandung CALON ISTRI,
dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni: P, SANIBIN dan P. TOYYIB (Meninggal)
dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu
rupiah) dibayar tunai dan telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama:

5.1 ANAK |, Jember, 08-03-2014.

5.2 ANAK I, Jember, 26-01-2019.
5.3 ANAK I, Jember, 19-11-2020.
54 ANAK IV, Jember, 10-05-2024.

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon
menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua (CALON ISTRI)
tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemchon.

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta
anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan
mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) s/d
Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya.

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

9. Bahwa Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu
gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh
sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

10. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termchon telah
memperoleh harta bersama, berupa:

10.1 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor:
4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas:
417 m?2, atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan
Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi
atas nama: ANAK [;

10.2 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor:
4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas:
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982 m2, atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan
Patrang, Kabup ten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi
atas nama: ANAK II.

Namun harta bersama tersebut telah dihibahkan semuanya kepada
ke-2 (dua) anak Permohon dan Termohon yakni: (1) ANAK |, dan (2)
ANAK I, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak memiliki harta bersama lagi;

11. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua ohon
menikah dengan calon istri kedua Pemohon bernama: CALON ISTRI.

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon (CALON
ISTRI) tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat
Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni:

12.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan
bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri
kedua Pemochon.

12.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat
pertunangan dengan laki-laki lain.

12.3 Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon
istri kedua Pemohon.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemchon.

2. Menetapkan, memberi iin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami)
dengan calon istri kedua Pemohon bernama: CALON ISTRI, Tempat
tanggal lahir: Jember, 27-12-1987, Agama: Islam, Pendidikan: -, Pekerjaan:
Industri, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Rasamala Perum
Rembangan Hill, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Baratan, Kecamatan
Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
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3. Menetapkan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa:

3.1 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor:
4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417
m2, atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan

Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi
atas nama: ANAK |;

3.2 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor:
4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982
m2?, atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan
Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi
atas nama: ANAK 1.

Telah habis karena telah dihibahkan semuanya kepada ke-2 (dua)
anak Permohon dan Termohon yakni: (1) ANAK |, dan (2) ANAK II;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, karenanya
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tri Lutfiana
Nur'aini, S.H dan Dodik Puji Basuki, S.H., M.H, Advokat/ penasehat hukum
yang beralamat di JI. Supriyadi No 114, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari
Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil
materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri ke persidangan,
kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan
tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk
menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati
kedua belah pihak yaitu H. Luthfi Helmy, S.H.l. Hakim Pengadilan Agama
Jember pada tanggal 10 Juli 2024, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan
perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dimana
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redaksinya setelah mengalami perubahan pada permohonannya, selanjutnya
permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah
memberikan jawabannya secara lisan yang pada prinsipnya mengakui semua
alasan permohonan dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika
Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan CALON ISTRI;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur
37 tahun, agama Islam, pekerjaan industri, status janda, alamat di Jalan
Rasamala Perum Rembangan Hill, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Baratan,
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur didalam persidangan
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam, berstatus janda cerai
dan tidak dalam pinangan pria lain serta tidak terikat perkawinan dengan pria
lain;

Bahwa antara CALON ISTRI, Pemohon dan Termchon tidak ada pertalian

nasab, kerabat semenda, maupun hubungan lainnya yang dilarang untuk
menikah;
Bahwa CALON ISTRI bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan

berjanji akan bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan Pemochon
yang ada;

- Bahwa CALON ISTRI mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama
menikah sudah mempunyai harta bersama yang sudah dihibahkan kepada
kedua anak kandung Pemohon dan Termohon;

Bahwa dipersidangan Pemohon dan Termohon telah menyatakan harta
bersama selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dihibahkan kepada
kedua anak Pemohon dan Termohon berdasarkan Surat Keterangan dari
Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Juni 2024, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat tidak diperlukannya pemeriksaan di tempat (descente) (vide bukti
P.13);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
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1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Slpil Kabupaten Jember Provinsi Jawa
Timur, NIK: 3509202505720010, tertanggal 13 Agustus 2012 (bukti P.1) ;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Slpil Kabupaten Jember Provinsi Jawa
Timur, NIK: 3509204607730001, tertanggal 03 Nopember 2012 (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 70/23/V1/1992 tertanggal 07 Juni 1992
yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti
Kabupaten Jember (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon yang aslinya
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Slpil Kabupaten
Jember Provinsi Jawa Timur, NIK: 3509226712870001, tertanggal 09
Oktober 2018, (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai calon istri Pemohon No: 905/AC/2009/PA.Jr tertanggal
20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember (bukti
P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Slpil Kabupaten Jember Provinsi Jawa
Timur, Nomor: 3509200901170002, tertanggal 28 Juli 2021, (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Patrang Kabupaten Jember No: B-
125/KUA.13.32.02/Pw.01/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024 (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Poligami dari Termohon tanggal 23
Mei 2024, (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari calon istri
Pemohon tanggal 23 Mei 2024, (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 23 Mei 2024,
(bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Sirri dari Pemohon tanggal 23 Mei 2024,
(bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/14/35.09.02.2001/2024
yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang
Kabupaten Jember tanggal 8 Desember 2024, (bukti P.12);
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13. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemohon dan Termohon tentang harta
bersama yang telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan
Termohon, tanggal 11 Juni 2024, (bukti P.13);

Bukti P.1, s/d P.13, tersebut semuanya telah dinasegelen dan bermaterai cukup

serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI | yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga

Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan poligami
dengan CALON ISTRI, status janda ;

- Bahwa Pemohon dengan CALON ISTRI adalah orang lain, tidak ada
hubungan persaudaraan atau susuan;

- Bahwa Pemohon dengan CALON ISTRI sudah menikah sirri tahun 2009
dan sudah mempunyai 4 orang anak;

- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi
hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah
tidak sanggup melayaninya sehingga Termohon sering menolak diajak
hubungan intim;

- Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta dengan total penghasilan per
bulannya sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s.d Rp
15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa CALON ISTRI sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri
dan mempunyai 2 orang anak;

- Bahwa CALON ISTRI sudah mengetahui jika harta bersama Pemohon
dan Termohon sudah dihibahkan kepada 2 orang anak Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon
sanggup berlaku adil;

2. SAKSI I, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagi berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Sepupu
Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan poligami
dengan CALON ISTRI, status janda ;

- Bahwa Pemchon dengan CALON ISTRI adalah orang lain, tidak ada
hubungan persaudaraan atau susuan;

- Bahwa Pemohon dengan CALON ISTRI sudah menikah sirri tahun 2009
dan sudah mempunyai 4 orang anak;

- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi
Hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah
tidak sanggup melayaninya sehingga Termohon sering menolak diajak
hubungan intim;

- Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta dengan total penghasilan per
bulannya sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s.d Rp
15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa CALON ISTRI sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri
dan mempunyai 2 orang anak;

- Bahwa CALON ISTRI sudah mengetahui jika harta bersama Pemohon
dan Termohon sudah dihibahkan kepada 2 orang anak Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon
sanggup berlaku adil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak
akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan:

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya
telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya telah

dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada
Tri Lutfiana Nur'aini, S.H dan Dodik Puji Basuki, S.H., M.H, Advokat/ penasehat
hukum yang beralamat di JI. Supriyadi No 114, Desa Patemon, Kecamatan
Pakusari Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa
khusus tersebut serta surat lainnya berupa bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi
Surabaya dan kartu anggota. Berdasarkan pemeriksaan Majelis menilai bahwa
Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
6 Tahun 1994, dan oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon berhak beracara di
muka persidangan mewakili prinsipalnya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon
(sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) mereka beragama Islam dan
semuanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember,
maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No.7 tahun 1989 yang
diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50
tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56
angka (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Pengadilan Agama Jember
berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu
berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun tidak berhasil dan mediasi yang
ditempuh oleh Mediator pada tanggal 10 Juli 2024 telah sesuai dengan maksud
Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 PERMA Rl Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap
tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk
menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI adalah
karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri
pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya sehingga Pemohon sering

menolak diajak hubungan intim, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan
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yang menyimpang agama, maka Pemohon lebih memilih untuk berpoligami dan

Pemohon siap bertanggung jawab akan menikahinya sesuai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa Termochon telah mengakui dan tidak keberatan atas
alasan-alasan Pemohon tersebut sesuai dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 adalah fotokopi surat-
surat yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokan
sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai
alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Sanibin bin
Kusrian dan Wendy Ariska bin Bunari telah memberikan keterangan di depan
sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada
penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut
sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal
172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon,
dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang
sah;

- Bahwa Pemochon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan
karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan
istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya, sehingga Pemohon
mau berpoligami dengan CALON ISTRI;

- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan
calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;

- Bahwa harta Bersama Pemohon dan Termohon telah dihibahkan kepada
kedua anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- Bahwa Pemochon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak
mereka;
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- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki
lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan
Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri
Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a
quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang
Undang Nomer 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemchon dan calon istri kedua Pemohon
tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut
dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar,
sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya, dari pada
Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama maka Pemohon
memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan
hukum Islam sebagaimana firman Alllah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa'

ayat 3:
be

5 £, 55 L 23 B U G
Artinya: “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau
empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka
(kawinlah) seorang saja.”;
Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua
dipandang membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan
mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat,

hal ini sesuai dengan kaidah :

C badl s e s e s Ladle o
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